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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya 

buku monograf berjudul “Ketahanan Kesehatan Menuju Indonesia 

Emas 2045.” Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik 

dalam memperkaya khazanah keilmuan dan diskursus kebijakan 

kesehatan nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan kesehatan 

yang semakin kompleks di era pembangunan jangka panjang. 

Ketahanan kesehatan merupakan isu strategis yang tidak dapat 

dipisahkan dari agenda pembangunan nasional. Perubahan demografi, 

transisi epidemiologi, ketimpangan akses pelayanan kesehatan, serta 

dampak perubahan iklim dan bencana menuntut sistem kesehatan yang 

tidak hanya mampu memberikan layanan dalam kondisi normal, tetapi 

juga tangguh, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai 

krisis. Dalam konteks tersebut, buku ini berupaya menyajikan kajian 

komprehensif mengenai ketahanan kesehatan sebagai pilar utama 

pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. 

Buku ini disusun dengan pendekatan multidisipliner yang 

mengintegrasikan perspektif kesehatan masyarakat, kebijakan 

kesehatan, dan ketahanan nasional. Pembahasan dalam buku ini 

diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual, analitis, serta 

rekomendasi strategis bagi akademisi, mahasiswa, pembuat kebijakan, 

dan praktisi kesehatan. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat 

menjadi referensi dalam perumusan kebijakan kesehatan yang berbasis 

bukti dan berorientasi jangka panjang. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. 

Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan 
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sebagai bahan perbaikan dan pengembangan kajian di masa mendatang. 

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi 

penguatan ketahanan kesehatan nasional serta mendukung terwujudnya 

Indonesia Emas 2045. 

Makassar, 01 Januari 2026 
Penulis 
Suprapto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

DAFTAR ISI 

 
KATA PENGANTAR .................................................................................................................... 4 
DAFTAR ISI .................................................................................................................................... 6 
BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................................ 7 
1. Ketahanan Kesehatan Nasional .............................................................................. 7 
2. Konsep Indonesia Emas 2045 dan Tantangan Kesehatan ......................... 14 
3. Urgensi Ketahanan Kesehatan dalam Kebijakan Kesehatan .................... 18 

BAB II. KONSEP DAN KERANGKA TEORITIS KETAHANAN KESEHATAN ..... 25 
1. Definisi dan Dimensi Ketahanan Kesehatan ................................................... 25 
2. Ketahanan Sistem Kesehatan dalam Perspektif Global .............................. 28 
3. Pendekatan One Health dan Health Security .................................................. 28 
4. Indikator Ketahanan Kesehatan Nasional ....................................................... 31 
5. Kerangka Analisis Ketahanan Kesehatan ......................................................... 34 
6. Relevansi Kerangka Teoretis bagi Indonesia Emas 2045 .......................... 36 

BAB III. KONDISI DAN TANTANGAN KESEHATAN DI INDONESIA .................... 40 
1. Profil Kesehatan Masyarakat Indonesia ........................................................... 40 
2. Transisi Epidemiologi dan Beban Penyakit ..................................................... 43 
3. Tantangan Demografi dan Bonus Demografi .................................................. 47 
4. Ketimpangan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan .................................. 50 
5. Dampak Perubahan Iklim dan Bencana terhadap Kesehatan .................. 53 
6. Implikasi Kondisi Kesehatan terhadap Ketahanan Nasional ................... 55 

BAB IV. KETAHANAN KESEHATAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045............ 58 
1. Konsep Ketahanan Kesehatan dalam Pembangunan Nasional ............... 58 
2. Ketahanan Sistem Kesehatan: Dimensi dan Tantangan ..................... 61 
3. Peran Sumber Daya Manusia dalam Ketahanan Kesehatan ............ 65 
4. Inovasi dan Transformasi Digital Kesehatan ........................................... 69 
5. Ketahanan Kesehatan dan Pendekatan Lintas Sektor ........................ 72 
6. Implikasi Strategis Menuju Indonesia Emas 2045 ................................ 73 

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN KETAHANAN 

KESEHATAN ................................................................................................................................ 77 
1. Penguatan Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan ..................................... 77 
2. Pembangunan SDM Kesehatan yang Berkelanjutan .................................... 81 
3. Penguatan Promotif dan Preventif Berbasis Masyarakat ................. 87 
4. Sinergi Pemerintah, Swasta, Akademisi, dan Masyarakat ......................... 91 
5. Roadmap Ketahanan Kesehatan Menuju 2045 .............................................. 97 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................ 102 
 



 7 

BAB I. PENDAHULUAN 

 

 

1. Ketahanan Kesehatan Nasional 

Ketahanan kesehatan nasional merupakan konsep strategis yang 

menggambarkan kemampuan suatu negara dalam melindungi, 

mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

secara berkelanjutan, baik dalam kondisi normal maupun saat 

menghadapi krisis. Ketahanan ini mencakup kapasitas sistem kesehatan, 

kesiapsiagaan institusional, partisipasi masyarakat, serta kemampuan 

negara untuk beradaptasi dan pulih dari berbagai ancaman kesehatan. 

Dalam kerangka pembangunan nasional, ketahanan kesehatan tidak 

hanya berorientasi pada sektor kesehatan semata, tetapi menjadi bagian 

integral dari ketahanan nasional secara keseluruhan. 

Secara konseptual, ketahanan kesehatan nasional menekankan 

pendekatan sistemik yang mengintegrasikan aspek promotif, preventif, 

kuratif, dan rehabilitatif. Sistem kesehatan yang tangguh harus mampu 

menjaga kontinuitas layanan esensial, melindungi kelompok rentan, 

serta meminimalkan dampak sosial dan ekonomi akibat masalah 

kesehatan. Dengan demikian, ketahanan kesehatan nasional berfungsi 

sebagai penyangga stabilitas sosial dan ekonomi, sekaligus sebagai 

fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Ketahanan kesehatan nasional juga berkaitan erat dengan 

kapasitas negara dalam mengelola risiko kesehatan. Risiko tersebut 

dapat berasal dari penyakit menular, penyakit tidak menular, bencana 

alam, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global. Negara yang 

memiliki ketahanan kesehatan yang baik mampu melakukan pencegahan 
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dan deteksi dini, merespons secara cepat dan terkoordinasi, serta 

memulihkan sistem kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat setelah 

krisis. Kemampuan ini menuntut perencanaan yang matang, kebijakan 

yang adaptif, dan koordinasi lintas sektor yang efektif. 

Dalam konteks Indonesia, ketahanan kesehatan nasional memiliki 

makna yang sangat strategis. Sebagai negara dengan jumlah penduduk 

besar, wilayah geografis yang luas, dan keragaman sosial budaya, 

Indonesia menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks dan 

beragam. Ketimpangan akses layanan kesehatan antarwilayah, transisi 

epidemiologi, serta kerentanan terhadap bencana alam menegaskan 

pentingnya penguatan ketahanan kesehatan sebagai agenda nasional. 

Tanpa ketahanan kesehatan yang kuat, tantangan-tantangan tersebut 

berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan jangka 

panjang. 

Dimensi utama ketahanan kesehatan nasional mencakup tata 

kelola, pembiayaan, sumber daya manusia kesehatan, sistem informasi, 

serta ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Tata kelola yang 

efektif memastikan adanya arah kebijakan yang jelas, pembagian peran 

yang tegas, dan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Pembiayaan yang 

berkelanjutan menjamin ketersediaan sumber daya untuk mendukung 

layanan kesehatan yang adil dan bermutu. Sementara itu, sumber daya 

manusia kesehatan yang kompeten dan merata menjadi penentu utama 

kualitas dan daya tahan sistem kesehatan. 

Sistem informasi kesehatan yang andal juga merupakan pilar 

penting ketahanan kesehatan nasional. Data yang akurat dan terintegrasi 

memungkinkan pengambilan keputusan berbasis bukti, pemantauan 

risiko kesehatan, serta evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Dalam 

situasi krisis, sistem informasi yang kuat memungkinkan respons yang 



 9 

lebih cepat dan terarah. Sebaliknya, kelemahan dalam sistem informasi 

dapat memperbesar dampak krisis dan memperlambat pemulihan. 

Ketahanan kesehatan nasional tidak dapat dilepaskan dari peran 

masyarakat. Masyarakat yang memiliki literasi kesehatan yang baik dan 

terlibat aktif dalam upaya kesehatan akan memperkuat kapasitas sistem 

secara keseluruhan. Partisipasi masyarakat dalam promosi kesehatan, 

pencegahan penyakit, dan kesiapsiagaan bencana kesehatan merupakan 

modal sosial yang sangat penting. Ketahanan kesehatan yang dibangun 

secara partisipatif cenderung lebih berkelanjutan karena didukung oleh 

kesadaran dan komitmen kolektif. 

Selain itu, ketahanan kesehatan nasional menuntut pendekatan 

lintas sektor. Determinan kesehatan banyak dipengaruhi oleh kebijakan 

di luar sektor kesehatan, seperti lingkungan, pendidikan, perumahan, 

dan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, integrasi kebijakan melalui 

pendekatan Health in All Policies menjadi penting untuk memastikan 

bahwa seluruh kebijakan pembangunan mendukung peningkatan 

derajat kesehatan masyarakat. Pendekatan ini memperkuat posisi 

kesehatan sebagai isu strategis nasional. 

 

Secara keseluruhan, ketahanan kesehatan nasional merupakan 

fondasi penting bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. 

Ketahanan ini memungkinkan negara untuk melindungi masyarakat dari 

berbagai risiko kesehatan, menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, serta 

mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Dengan 

menempatkan ketahanan kesehatan sebagai prioritas nasional, negara 

dapat memastikan bahwa sistem kesehatan tidak hanya mampu 

bertahan menghadapi tantangan, tetapi juga terus berkembang dan 

beradaptasi untuk menjawab kebutuhan masa depan.  



 10 

Kesehatan merupakan hak dasar manusia sekaligus investasi 

strategis dalam pembangunan nasional. Kualitas kesehatan masyarakat 

berpengaruh langsung terhadap produktivitas, stabilitas sosial, dan daya 

saing bangsa. Dalam konteks global yang semakin kompleks, ketahanan 

kesehatan menjadi isu strategis yang menentukan kemampuan suatu 

negara dalam menghadapi ancaman kesehatan, baik yang bersifat rutin 

maupun luar biasa. 

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk besar 

menghadapi tantangan kesehatan yang berlapis, mulai dari penyakit 

menular yang masih endemik hingga peningkatan penyakit tidak 

menular akibat perubahan gaya hidup. Selain itu, faktor lingkungan, 

perubahan iklim, urbanisasi, serta mobilitas penduduk turut 

memperbesar risiko krisis kesehatan. Kondisi ini menuntut sistem 

kesehatan yang tidak hanya responsif, tetapi juga tangguh dan adaptif. 

Ketahanan kesehatan tidak lagi dimaknai sebatas kemampuan 

layanan kesehatan menangani penyakit, melainkan mencakup kesiapan 

sistem, kapasitas sumber daya, keberlanjutan pembiayaan, kemandirian 

farmasi, serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, kajian 

ketahanan kesehatan menjadi sangat relevan dalam mendukung agenda 

pembangunan jangka panjang nasional. 

Kesehatan merupakan salah satu pilar fundamental dalam 

pembangunan nasional karena berhubungan langsung dengan kualitas 

sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, dan stabilitas sosial. 

Pembangunan kesehatan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga memastikan keberlanjutan 

pembangunan nasional dalam jangka panjang. Dalam konteks global 

yang ditandai oleh ketidakpastian, krisis kesehatan, dan dinamika sosial-



 11 

ekonomi yang cepat, konsep ketahanan kesehatan nasional menjadi 

semakin relevan dan strategis (AbdelRahman, 2025). 

Ketahanan kesehatan nasional dapat dimaknai sebagai 

kemampuan suatu negara dalam melindungi kesehatan penduduknya 

melalui sistem kesehatan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan, baik 

dalam kondisi normal maupun saat menghadapi gangguan dan krisis 

kesehatan. Ketahanan ini mencakup kesiapan sistem kesehatan dalam 

mencegah, mendeteksi, merespons, dan pulih dari berbagai ancaman 

kesehatan, termasuk wabah penyakit, bencana alam, perubahan iklim, 

serta tekanan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, ketahanan 

kesehatan tidak hanya menjadi isu sektor kesehatan, melainkan bagian 

integral dari ketahanan nasional secara keseluruhan (A lvarez-Aceves et 

al., 2025). 

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk besar dan 

karakteristik geografis yang kompleks menghadapi tantangan kesehatan 

yang multidimensional. Transisi epidemiologi yang ditandai oleh 

meningkatnya beban penyakit tidak menular terjadi bersamaan dengan 

masih adanya penyakit menular dan masalah kesehatan berbasis 

lingkungan. Kondisi ini menciptakan beban ganda penyakit yang 

menuntut kapasitas sistem kesehatan yang lebih kuat dan terintegrasi. 

Selain itu, ketimpangan akses dan mutu layanan kesehatan antarwilayah 

masih menjadi permasalahan yang berpotensi melemahkan ketahanan 

kesehatan nasional (Andoh et al., 2025).  

Perubahan demografi juga memberikan implikasi penting 

terhadap ketahanan kesehatan. Indonesia diproyeksikan memasuki 

periode bonus demografi yang ditandai oleh meningkatnya proporsi 

penduduk usia produktif. Bonus demografi ini dapat menjadi peluang 

besar bagi pembangunan nasional apabila didukung oleh kondisi 
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kesehatan penduduk yang optimal. Sebaliknya, tanpa sistem kesehatan 

yang tangguh, bonus demografi berisiko berubah menjadi beban sosial 

dan ekonomi akibat meningkatnya penyakit kronis dan menurunnya 

produktivitas tenaga kerja. Di sisi lain, meningkatnya jumlah penduduk 

lanjut usia juga menuntut sistem kesehatan yang mampu memberikan 

layanan kesehatan berkelanjutan dan komprehensif. 

Pengalaman menghadapi krisis kesehatan global dan nasional 

semakin menegaskan pentingnya ketahanan kesehatan. Krisis kesehatan 

tidak hanya berdampak pada meningkatnya angka kesakitan dan 

kematian, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi, pendidikan, dan 

kehidupan sosial masyarakat. Sistem kesehatan yang tidak siap 

menghadapi krisis cenderung mengalami tekanan berat, sehingga 

menghambat fungsi pelayanan kesehatan esensial. Oleh karena itu, 

ketahanan kesehatan nasional menjadi prasyarat utama dalam menjaga 

keberlanjutan pembangunan dan melindungi kesejahteraan masyarakat. 

Selain aspek layanan kesehatan, ketahanan kesehatan juga sangat 

dipengaruhi oleh tata kelola sistem kesehatan dan keberlanjutan 

pembiayaan. Tata kelola yang efektif memastikan bahwa kebijakan 

kesehatan dirumuskan dan diimplementasikan secara konsisten, 

transparan, dan berbasis bukti. Sementara itu, sistem pembiayaan 

kesehatan yang berkelanjutan berperan dalam menjamin akses 

masyarakat terhadap layanan kesehatan yang bermutu tanpa 

menimbulkan beban finansial yang berlebihan. Ketidakseimbangan 

dalam pembiayaan kesehatan berpotensi melemahkan ketahanan sistem 

kesehatan, terutama dalam menghadapi lonjakan kebutuhan layanan 

akibat krisis kesehatan. 

Perkembangan teknologi dan transformasi digital juga 

memberikan peluang sekaligus tantangan bagi ketahanan kesehatan 
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nasional. Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem kesehatan dapat 

meningkatkan efisiensi layanan, integrasi data, serta jangkauan 

pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah terpencil. Namun, 

transformasi digital juga memerlukan kesiapan sumber daya manusia, 

infrastruktur teknologi, serta perlindungan data kesehatan yang 

memadai agar tidak menimbulkan kerentanan baru dalam sistem 

kesehatan. 

Dalam konteks pembangunan jangka panjang, ketahanan 

kesehatan memiliki peran strategis dalam mendukung visi Indonesia 

Emas 2045. Visi ini menargetkan Indonesia menjadi negara maju dengan 

sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan produktif. Pencapaian visi 

tersebut sangat bergantung pada kemampuan sistem kesehatan nasional 

dalam menjamin kesehatan penduduk secara berkelanjutan. Tanpa 

ketahanan kesehatan yang kuat, berbagai capaian pembangunan berisiko 

terhambat oleh krisis kesehatan dan meningkatnya beban penyakit. 

Oleh karena itu, penguatan ketahanan kesehatan nasional perlu 

ditempatkan sebagai agenda prioritas dalam perencanaan pembangunan 

nasional. Pendekatan yang terintegrasi, melibatkan penguatan layanan 

kesehatan primer, peningkatan kesiapsiagaan krisis, keberlanjutan 

pembiayaan, pengembangan sumber daya kesehatan, transformasi 

digital, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun 

sistem kesehatan yang tangguh. Dengan sistem kesehatan yang resilien, 

Indonesia diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan 

kesehatan masa depan dan memastikan bahwa pembangunan menuju 

Indonesia Emas 2045 berjalan secara inklusif, berkelanjutan, dan 

berkeadilan. 
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2. Konsep Indonesia Emas 2045 dan Tantangan Kesehatan 

Indonesia Emas 2045 merupakan visi strategis pembangunan 

nasional dalam rangka memperingati 100 tahun kemerdekaan Republik 

Indonesia. Visi ini menargetkan Indonesia menjadi negara maju dengan 

pendapatan tinggi, sumber daya manusia unggul, serta struktur ekonomi 

yang kuat dan inklusif. 

Namun, pencapaian visi tersebut sangat bergantung pada kualitas 

kesehatan penduduk. Bonus demografi yang diproyeksikan terjadi pada 

periode 2030–2045 hanya akan menjadi peluang apabila didukung oleh 

kesehatan fisik dan mental yang optimal. Tanpa sistem kesehatan yang 

tangguh, bonus demografi justru berpotensi berubah menjadi beban 

sosial dan ekonomi. Tantangan kesehatan menuju 2045 meliputi 

peningkatan beban penyakit kronis, penuaan penduduk, ketimpangan 

layanan kesehatan antarwilayah, serta ancaman wabah dan bencana 

kesehatan. Kondisi ini menegaskan bahwa ketahanan kesehatan harus 

ditempatkan sebagai pilar utama pembangunan nasional jangka panjang 

(Assubayeva et al., 2025). 

Indonesia Emas 2045 merupakan visi strategis pembangunan 

nasional yang dicanangkan untuk menandai 100 tahun kemerdekaan 

Republik Indonesia. Visi ini menggambarkan cita-cita Indonesia menjadi 

negara maju, berdaulat, adil, dan makmur, dengan tingkat pendapatan 

tinggi serta kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing 

global. Indonesia Emas 2045 tidak hanya berorientasi pada 

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan manusia yang 

berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, kesehatan 

menjadi salah satu pilar utama yang menentukan keberhasilan 

pencapaian visi tersebut (Barrett et al., 2025). 
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Konsep Indonesia Emas 2045 menempatkan manusia sebagai 

pusat pembangunan. Sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan 

adaptif merupakan modal utama dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi, inovasi, dan stabilitas sosial. Kesehatan yang optimal 

memungkinkan individu berpartisipasi aktif dalam pendidikan, dunia 

kerja, dan kehidupan sosial. Sebaliknya, rendahnya derajat kesehatan 

masyarakat berpotensi menghambat produktivitas, meningkatkan beban 

ekonomi, serta memperlemah daya saing bangsa. Oleh karena itu, 

pembangunan kesehatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan 

Indonesia Emas 2045. 

Salah satu peluang besar yang dihadapi Indonesia menuju 2045 

adalah bonus demografi, yaitu kondisi ketika proporsi penduduk usia 

produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif. Bonus 

demografi dipandang sebagai momentum penting untuk mempercepat 

pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, peluang ini hanya dapat 

dimanfaatkan secara optimal apabila penduduk usia produktif memiliki 

kesehatan fisik dan mental yang baik. Tantangan kesehatan seperti 

meningkatnya penyakit tidak menular, masalah kesehatan mental, dan 

gaya hidup tidak sehat berpotensi mengurangi manfaat bonus demografi 

dan bahkan mengubahnya menjadi beban pembangunan (Burrell et al., 

2025). 

Selain bonus demografi, Indonesia juga menghadapi tantangan 

transisi epidemiologi yang kompleks. Beban penyakit tidak menular, 

seperti penyakit kardiovaskular, diabetes melitus, dan kanker, terus 

meningkat seiring dengan perubahan pola hidup dan urbanisasi. Pada 

saat yang sama, penyakit menular dan masalah kesehatan berbasis 

lingkungan masih menjadi isu penting di beberapa wilayah. Kondisi ini 

menciptakan beban ganda penyakit yang menuntut sistem kesehatan 
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yang mampu memberikan pelayanan komprehensif, berkelanjutan, dan 

berorientasi pencegahan. 

Perubahan struktur demografi juga ditandai dengan 

meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Penuaan penduduk 

merupakan konsekuensi dari keberhasilan pembangunan kesehatan, 

namun sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi sistem kesehatan. 

Lansia membutuhkan layanan kesehatan yang lebih kompleks dan 

berkelanjutan, termasuk pengelolaan penyakit kronis dan perawatan 

jangka panjang. Tanpa kesiapan sistem kesehatan yang memadai, 

penuaan penduduk dapat meningkatkan beban pembiayaan kesehatan 

dan tekanan terhadap sistem jaminan sosial. 

Tantangan kesehatan lainnya yang relevan dalam konteks 

Indonesia Emas 2045 adalah ketimpangan akses dan mutu pelayanan 

kesehatan. Perbedaan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi 

menyebabkan kesenjangan layanan kesehatan antarwilayah dan 

antarkelompok masyarakat. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak 

pada derajat kesehatan, tetapi juga pada keadilan sosial dan kohesi 

nasional. Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang inklusif, 

pembangunan kesehatan harus mampu menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat tanpa terkecuali. 

Perubahan iklim dan meningkatnya frekuensi bencana alam juga 

memberikan tantangan serius bagi kesehatan masyarakat. Indonesia 

sebagai negara rawan bencana menghadapi risiko gangguan layanan 

kesehatan, meningkatnya penyakit berbasis lingkungan, serta dampak 

kesehatan jangka panjang akibat perubahan iklim. Tantangan ini 

menuntut sistem kesehatan yang tangguh dan adaptif, dengan kapasitas 

kesiapsiagaan dan respons yang kuat terhadap situasi darurat. 



 17 

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan transformasi digital 

memberikan peluang besar dalam mendukung pencapaian Indonesia 

Emas 2045. Digitalisasi layanan kesehatan, pemanfaatan sistem 

informasi kesehatan, dan inovasi teknologi medis dapat meningkatkan 

efisiensi, kualitas, dan jangkauan pelayanan kesehatan. Namun, 

transformasi digital juga menghadirkan tantangan baru, seperti 

kesenjangan akses teknologi, kesiapan sumber daya manusia, serta isu 

keamanan dan etika data kesehatan. Tantangan-tantangan ini perlu 

dikelola secara bijaksana agar transformasi digital benar-benar 

berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat. 

Dalam konteks kebijakan, pencapaian Indonesia Emas 2045 

menuntut integrasi yang kuat antara pembangunan kesehatan dan 

agenda pembangunan nasional lainnya. Kesehatan tidak dapat 

dipisahkan dari sektor pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan sosial. 

Pendekatan lintas sektor menjadi kunci dalam mengatasi determinan 

sosial kesehatan dan memastikan bahwa pembangunan berjalan secara 

sinergis. Tanpa integrasi kebijakan yang efektif, upaya pembangunan 

kesehatan berisiko berjalan parsial dan kurang berdampak. 

Secara keseluruhan, konsep Indonesia Emas 2045 dan tantangan 

kesehatan saling berkaitan erat. Kesehatan merupakan prasyarat utama 

bagi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan pembangunan 

nasional yang berkelanjutan. Tantangan kesehatan yang dihadapi 

Indonesia menuju 2045 menuntut penguatan sistem kesehatan yang 

tangguh, adaptif, dan berkeadilan. Dengan menempatkan kesehatan 

sebagai prioritas strategis dan mengintegrasikannya dalam seluruh 

agenda pembangunan, Indonesia memiliki peluang besar untuk 

mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 secara inklusif dan 

berkelanjutan. 
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3. Urgensi Ketahanan Kesehatan dalam Kebijakan Kesehatan 

Ketahanan kesehatan memiliki urgensi yang semakin tinggi dalam 

perumusan dan implementasi kebijakan kesehatan. Ketahanan 

kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan sistem kesehatan 

dalam menangani penyakit, tetapi juga mencerminkan kapasitas negara 

dalam melindungi masyarakat dari berbagai risiko kesehatan yang dapat 

mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi. Dalam konteks kebijakan 

publik, ketahanan kesehatan harus diposisikan sebagai agenda strategis 

yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan 

sektoral. 

Urgensi ketahanan kesehatan dalam kebijakan kesehatan 

terutama dipicu oleh meningkatnya kompleksitas tantangan kesehatan. 

Transisi epidemiologi yang ditandai oleh pergeseran dari penyakit 

menular ke penyakit tidak menular menuntut kebijakan yang 

berorientasi jangka panjang dan lintas sektor. Penyakit kronis 

memerlukan pendekatan berkelanjutan yang tidak hanya mengandalkan 

layanan kuratif, tetapi juga penguatan promotif dan preventif. Tanpa 

kebijakan yang menempatkan ketahanan kesehatan sebagai prioritas, 

sistem kesehatan berisiko mengalami tekanan berkepanjangan akibat 

meningkatnya beban penyakit dan pembiayaan. 

Selain itu, dinamika global dan ketidakpastian lingkungan 

semakin menegaskan urgensi ketahanan kesehatan. Ancaman krisis 

kesehatan, perubahan iklim, dan bencana alam dapat terjadi secara tiba-

tiba dan berdampak luas. Kebijakan kesehatan yang tidak berorientasi 

pada ketahanan cenderung bersifat reaktif dan kurang efektif dalam 

merespons krisis. Sebaliknya, kebijakan yang mengintegrasikan prinsip 

ketahanan akan mendorong kesiapsiagaan, mitigasi risiko, dan 
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kemampuan adaptasi sistem kesehatan dalam menghadapi berbagai 

guncangan. 

Dalam konteks Indonesia, urgensi ketahanan kesehatan semakin 

nyata mengingat besarnya populasi, keragaman geografis, serta 

ketimpangan akses layanan kesehatan antarwilayah. Kebijakan 

kesehatan yang berfokus pada ketahanan diperlukan untuk memastikan 

pemerataan layanan, perlindungan kelompok rentan, dan keberlanjutan 

sistem kesehatan. Tanpa pendekatan ketahanan, kebijakan berpotensi 

memperlebar kesenjangan dan melemahkan kohesi sosial. 

Urgensi ketahanan kesehatan juga berkaitan dengan efektivitas 

kebijakan kesehatan itu sendiri. Kebijakan yang dirancang tanpa 

mempertimbangkan kapasitas sistem dan risiko jangka panjang sering 

kali sulit diimplementasikan secara konsisten. Dengan menjadikan 

ketahanan kesehatan sebagai kerangka kebijakan, pemerintah dapat 

merancang intervensi yang lebih realistis, adaptif, dan berbasis bukti. 

Pendekatan ini memungkinkan kebijakan untuk tetap relevan meskipun 

terjadi perubahan konteks sosial, ekonomi, dan kesehatan. 

Dari perspektif tata kelola, ketahanan kesehatan mendorong 

integrasi kebijakan lintas sektor melalui pendekatan Health in All 

Policies. Urgensi ini muncul karena determinan kesehatan berada di 

berbagai sektor di luar kesehatan, seperti lingkungan, pendidikan, dan 

ketenagakerjaan. Kebijakan kesehatan yang terisolasi tidak akan efektif 

tanpa dukungan kebijakan sektor lain. Oleh karena itu, ketahanan 

kesehatan menuntut koordinasi kebijakan yang lebih kuat dan konsisten 

antarinstansi. 

Secara keseluruhan, urgensi ketahanan kesehatan dalam 

kebijakan kesehatan terletak pada perannya sebagai fondasi 

perlindungan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Dengan 
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menempatkan ketahanan kesehatan sebagai prioritas kebijakan, negara 

dapat memperkuat kapasitas sistem kesehatan, mengurangi risiko krisis, 

dan memastikan bahwa kebijakan kesehatan berkontribusi nyata 

terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketahanan kesehatan bukan 

sekadar respons terhadap ancaman, tetapi strategi kebijakan jangka 

panjang untuk menjaga stabilitas dan kemajuan pembangunan nasional. 

Urgensi kajian ketahanan kesehatan dalam kebijakan kesehatan 

dapat dipahami secara lebih mendalam melalui perspektif filsafat ilmu, 

khususnya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pendekatan ini penting 

untuk memastikan bahwa ketahanan kesehatan tidak hanya diposisikan 

sebagai konsep teknis, tetapi sebagai landasan konseptual dan normatif 

dalam perumusan kebijakan kesehatan nasional, khususnya di Indonesia 

(Chan et al., 2025). 

Dari perspektif ontologis, ketahanan kesehatan berkaitan dengan 

hakikat realitas yang menjadi objek kajian kebijakan kesehatan. 

Ketahanan kesehatan bukan sekadar kondisi statis berupa ketersediaan 

fasilitas atau kapasitas layanan, melainkan suatu sistem dinamis yang 

mencakup interaksi antara manusia, lingkungan, institusi, dan kebijakan. 

Ontologi ketahanan kesehatan menempatkan kesehatan sebagai 

fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor biologis, 

sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan 

yang hanya berfokus pada aspek kuratif dan institusional tidak cukup 

untuk menangkap kompleksitas realitas kesehatan masyarakat. Kajian 

ketahanan kesehatan menjadi urgen untuk merekonstruksi pemahaman 

ontologis kebijakan kesehatan agar mencerminkan realitas sistem 

kesehatan yang saling terkait dan terus berubah (Cheng et al., 2025). 

Dari sudut pandang epistemologis, urgensi kajian ketahanan 

kesehatan terletak pada cara pengetahuan tentang kesehatan dihasilkan, 
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divalidasi, dan digunakan dalam kebijakan. Selama ini, kebijakan 

kesehatan sering didasarkan pada indikator sektoral dan data jangka 

pendek yang menekankan output layanan (Craig et al., 2025). 

Pendekatan epistemologis ketahanan kesehatan menuntut integrasi 

berbagai sumber pengetahuan, termasuk data epidemiologi, analisis 

sistem kesehatan, pengalaman krisis, serta pengetahuan lokal dan 

kontekstual. Kajian ketahanan kesehatan mendorong penggunaan 

pendekatan interdisipliner dan sistemik dalam menghasilkan bukti 

kebijakan, sehingga kebijakan kesehatan tidak bersifat reaktif, tetapi 

berbasis pembelajaran dan prediksi risiko. Dengan epistemologi yang 

lebih reflektif dan adaptif, kebijakan kesehatan dapat disusun secara 

lebih responsif terhadap ketidakpastian dan kompleksitas tantangan 

kesehatan (Dalby, 2024). 

Sementara itu, dari perspektif aksiologis, kajian ketahanan 

kesehatan berkaitan dengan nilai, tujuan, dan manfaat kebijakan 

kesehatan bagi masyarakat. Aksiologi ketahanan kesehatan menekankan 

nilai keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan terhadap kelompok 

rentan. Kebijakan kesehatan yang berorientasi pada ketahanan tidak 

hanya bertujuan meningkatkan efisiensi sistem, tetapi juga menjamin 

hak atas kesehatan, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat 

solidaritas sosial. Dalam konteks pembangunan jangka panjang, nilai 

utama dari ketahanan kesehatan adalah kemampuannya untuk 

melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang dapat menghambat 

kesejahteraan dan pembangunan nasional (Dalby, 2024). 

Dengan demikian, kajian ketahanan kesehatan memiliki urgensi 

strategis dalam kebijakan kesehatan karena mampu menyatukan 

dimensi ontologis (apa yang dikaji), epistemologis (bagaimana 

pengetahuan dibangun), dan aksiologis (untuk apa kebijakan disusun). 
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Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan kesehatan tidak hanya 

efektif secara teknis, tetapi juga sahih secara ilmiah dan bernilai secara 

sosial. Dalam menghadapi tantangan kesehatan masa depan dan menuju 

Indonesia Emas 2045, ketahanan kesehatan perlu dijadikan kerangka 

utama dalam perumusan kebijakan kesehatan yang berkelanjutan dan 

berkeadilan (Dana et al., 2025). 

Pengalaman krisis kesehatan global menunjukkan bahwa negara 

dengan sistem kesehatan yang lemah cenderung mengalami dampak 

sosial dan ekonomi yang lebih berat. Ketahanan kesehatan menjadi 

indikator kemampuan negara dalam melindungi penduduknya serta 

menjaga keberlanjutan pembangunan.  

Ketahanan kesehatan menjadi isu strategis dalam pembangunan 

nasional seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan 

kesehatan yang dihadapi Indonesia. Dinamika global, perubahan 

demografi, transisi epidemiologi, serta ancaman krisis kesehatan 

menunjukkan bahwa sistem kesehatan tidak lagi cukup hanya berfungsi 

dalam kondisi normal, tetapi harus mampu beradaptasi dan bertahan 

dalam situasi tekanan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, kajian 

ketahanan kesehatan menjadi sangat penting untuk memahami 

kapasitas dan kesiapan sistem kesehatan nasional secara komprehensif. 

Urgensi kajian ketahanan kesehatan semakin menguat ketika 

kesehatan diposisikan sebagai pilar utama pembangunan sumber daya 

manusia menuju Indonesia Emas 2045. Pencapaian visi tersebut sangat 

bergantung pada kemampuan negara dalam menjaga kesehatan 

penduduknya secara berkelanjutan. Tanpa sistem kesehatan yang 

tangguh, berbagai capaian pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, 

dan sosial berisiko terhambat oleh meningkatnya beban penyakit dan 

krisis kesehatan. Kajian ketahanan kesehatan memberikan dasar analitis 
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untuk menilai sejauh mana sistem kesehatan mampu mendukung agenda 

pembangunan jangka panjang. 

Selain itu, pengalaman menghadapi krisis kesehatan 

menunjukkan bahwa dampak krisis tidak hanya terbatas pada sektor 

kesehatan, tetapi juga meluas ke sektor ekonomi dan sosial. Gangguan 

layanan kesehatan esensial, tekanan terhadap tenaga kesehatan, serta 

keterbatasan logistik kesehatan menjadi permasalahan yang sering 

muncul dalam situasi krisis. Tanpa pemahaman yang mendalam 

mengenai ketahanan sistem kesehatan, respons terhadap krisis 

cenderung bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, 

kajian ketahanan kesehatan diperlukan untuk mengidentifikasi 

kelemahan struktural dan fungsional sistem kesehatan yang perlu 

diperkuat. 

Urgensi kajian ketahanan kesehatan juga berkaitan dengan 

ketimpangan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Perbedaan kapasitas 

daerah dalam menyediakan layanan kesehatan berpotensi menciptakan 

kerentanan yang tidak merata di tingkat nasional. Kajian ketahanan 

kesehatan memungkinkan analisis yang lebih sistematis terhadap faktor-

faktor yang menyebabkan ketimpangan tersebut, sehingga dapat 

dirumuskan strategi penguatan sistem kesehatan yang lebih inklusif dan 

berkeadilan. 

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan transformasi digital 

kesehatan menghadirkan peluang sekaligus risiko baru bagi sistem 

kesehatan. Tanpa kajian yang komprehensif, pemanfaatan teknologi 

berpotensi menimbulkan kesenjangan akses dan permasalahan etika. 

Kajian ketahanan kesehatan memberikan kerangka untuk memastikan 

bahwa inovasi dan digitalisasi kesehatan benar-benar memperkuat, 

bukan melemahkan, ketahanan sistem kesehatan. 
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Secara keseluruhan, kajian ketahanan kesehatan memiliki urgensi 

tinggi sebagai dasar perumusan kebijakan kesehatan yang berbasis 

bukti, adaptif, dan berorientasi jangka panjang. Dengan kajian yang 

komprehensif, ketahanan kesehatan dapat ditempatkan sebagai prioritas 

strategis dalam pembangunan nasional, sehingga Indonesia lebih siap 

menghadapi tantangan kesehatan masa depan dan mewujudkan 

Indonesia Emas 2045 secara berkelanjutan. 

Kajian ketahanan kesehatan diperlukan untuk: 

a. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem kesehatan nasional 

b. Menyusun strategi penguatan berbasis bukti ilmiah 

c. Mendukung perumusan kebijakan kesehatan yang berorientasi 

jangka panjang 

d. Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi krisis kesehatan 

e. Tanpa kajian yang komprehensif dan sistematis, pembangunan 

kesehatan berisiko bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan. 
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BAB II. KONSEP DAN KERANGKA TEORITIS KETAHANAN 

KESEHATAN 

 

 

1. Definisi dan Dimensi Ketahanan Kesehatan 

Ketahanan kesehatan merupakan konsep yang semakin penting 

dalam pembangunan sistem kesehatan modern, khususnya dalam 

menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks dan dinamis. Secara 

umum, ketahanan kesehatan dapat didefinisikan sebagai kemampuan 

suatu sistem kesehatan untuk mencegah, menyerap, beradaptasi, dan 

pulih dari berbagai gangguan kesehatan, baik yang bersifat rutin maupun 

krisis, tanpa kehilangan fungsi esensialnya. Ketahanan kesehatan tidak 

hanya berfokus pada respons terhadap krisis, tetapi juga mencakup 

upaya penguatan sistem secara berkelanjutan agar tetap mampu 

memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata (De Castro-

Nunes et al., 2025). 

Dalam konteks nasional, ketahanan kesehatan mencerminkan 

kapasitas negara dalam melindungi kesehatan penduduknya melalui 

sistem kesehatan yang tangguh dan adaptif. Ketahanan ini mencakup 

berbagai komponen, mulai dari kebijakan dan tata kelola, pembiayaan, 

sumber daya manusia, hingga partisipasi masyarakat. Dengan demikian, 

ketahanan kesehatan tidak dapat dipahami sebagai konsep yang sempit, 

melainkan sebagai pendekatan sistemik yang terintegrasi dalam 

kerangka ketahanan nasional (Doubova et al., 2024). 

Dimensi pertama ketahanan kesehatan adalah dimensi struktural, 

yang berkaitan dengan kebijakan, regulasi, dan tata kelola sistem 

kesehatan. Dimensi ini menentukan arah dan konsistensi pembangunan 
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kesehatan, serta memastikan bahwa sistem kesehatan memiliki kerangka 

hukum dan kelembagaan yang kuat. Tata kelola yang efektif 

memungkinkan koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan, 

sehingga sistem kesehatan mampu merespons tantangan kesehatan 

secara terpadu (Dwivedi et al., 2025). 

Dimensi kedua adalah dimensi fungsional, yang mencerminkan 

kemampuan operasional sistem kesehatan dalam memberikan layanan 

kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dimensi ini mencakup 

kinerja layanan kesehatan primer, sistem rujukan, serta kesiapsiagaan 

dalam menghadapi lonjakan kebutuhan layanan akibat krisis kesehatan. 

Sistem kesehatan yang kuat secara fungsional mampu mempertahankan 

pelayanan esensial meskipun berada dalam tekanan (Dwivedi et al., 

2025). 

Dimensi ketiga adalah dimensi sumber daya, yang meliputi 

ketersediaan dan distribusi sumber daya manusia kesehatan, 

pembiayaan, serta infrastruktur kesehatan. Sumber daya yang memadai 

dan terdistribusi secara merata menjadi prasyarat bagi ketahanan 

kesehatan. Ketimpangan sumber daya berpotensi melemahkan 

kemampuan sistem kesehatan dalam memberikan layanan yang adil dan 

merata (Gashema et al., 2025). 

Dimensi keempat adalah dimensi sosial dan komunitas, yang 

berkaitan dengan literasi kesehatan, partisipasi masyarakat, dan 

keadilan sosial. Masyarakat yang berdaya dan memiliki literasi kesehatan 

yang baik berperan penting dalam menjaga kesehatan secara mandiri 

dan mendukung efektivitas sistem kesehatan. Dimensi ini menegaskan 

bahwa ketahanan kesehatan tidak hanya dibangun oleh institusi formal, 

tetapi juga oleh kekuatan sosial di tingkat komunitas (Gil-Herna ndez et 

al., 2025). 
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Secara keseluruhan, definisi dan dimensi ketahanan kesehatan 

menunjukkan bahwa ketahanan kesehatan merupakan konsep 

multidimensional dan dinamis. Penguatan ketahanan kesehatan 

memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan seluruh 

dimensi tersebut secara berkelanjutan. Dengan memahami dan 

mengimplementasikan dimensi ketahanan kesehatan secara 

komprehensif, sistem kesehatan nasional diharapkan mampu 

menghadapi berbagai tantangan kesehatan dan mendukung 

pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.Ketahanan 

kesehatan (health resilience) merupakan konsep yang menggambarkan 

kemampuan suatu sistem kesehatan dalam mencegah, menyerap, 

beradaptasi, dan pulih dari gangguan kesehatan tanpa kehilangan fungsi 

esensialnya. Ketahanan ini mencakup tidak hanya aspek layanan medis, 

tetapi juga kapasitas kelembagaan, kebijakan, sumber daya, dan 

partisipasi masyarakat. 

Dalam konteks nasional, ketahanan kesehatan dapat dimaknai 

sebagai kemampuan negara dalam menjamin derajat kesehatan 

masyarakat secara berkelanjutan, termasuk dalam situasi normal 

maupun krisis. Ketahanan kesehatan menempatkan kesehatan sebagai 

bagian integral dari ketahanan nasional, sejajar dengan ketahanan 

ekonomi, sosial, dan keamanan. Secara konseptual, ketahanan kesehatan 

memiliki beberapa dimensi utama, yaitu: 

a. Dimensi struktural, meliputi kebijakan, regulasi, dan tata kelola 

sistem kesehatan 

b. Dimensi fungsional, mencakup kapasitas layanan kesehatan dalam 

memberikan pelayanan bermutu 

c. Dimensi sumber daya, meliputi sumber daya manusia, pembiayaan, 

dan logistik kesehatan 
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d. Dimensi sosial, yang berkaitan dengan literasi kesehatan, partisipasi 

masyarakat, dan keadilan sosial 

Keempat dimensi tersebut saling terkait dan menentukan tingkat 

ketahanan kesehatan suatu negara. 

 

2. Ketahanan Sistem Kesehatan dalam Perspektif Global 

Dalam perspektif global, ketahanan sistem kesehatan menjadi 

perhatian utama seiring meningkatnya kompleksitas ancaman kesehatan 

lintas negara. Globalisasi, mobilitas penduduk, dan perubahan iklim telah 

meningkatkan risiko penyebaran penyakit serta krisis kesehatan 

berskala besar. Pendekatan ketahanan sistem kesehatan menekankan 

pentingnya kesiapsiagaan, kapasitas respons, dan kemampuan 

pemulihan pascakrisis. Sistem kesehatan yang tangguh tidak hanya 

mampu menangani lonjakan kebutuhan layanan, tetapi juga 

mempertahankan pelayanan kesehatan esensial bagi masyarakat (Hahad 

et al., 2025). 

Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa negara dengan 

sistem kesehatan primer yang kuat, pembiayaan berkelanjutan, serta 

koordinasi lintas sektor yang baik memiliki tingkat ketahanan kesehatan 

yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penguatan sistem kesehatan nasional 

perlu diselaraskan dengan standar dan praktik global tanpa 

mengabaikan konteks lokal (Han et al., 2025). 

 

3. Pendekatan One Health dan Health Security 

Ketahanan sistem kesehatan dalam perspektif global menjadi 

perhatian utama seiring dengan meningkatnya frekuensi dan 

kompleksitas tantangan kesehatan lintas negara. Globalisasi, mobilitas 

penduduk, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi telah 
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mempercepat penyebaran risiko kesehatan dan memperbesar dampak 

krisis kesehatan terhadap stabilitas sosial dan ekonomi global. Dalam 

konteks ini, ketahanan sistem kesehatan dipahami sebagai kemampuan 

suatu sistem kesehatan untuk tetap berfungsi secara efektif dalam 

menghadapi tekanan dan gangguan, sekaligus mampu beradaptasi dan 

pulih secara berkelanjutan. 

Secara global, ketahanan sistem kesehatan tidak lagi dipandang 

sebagai isu domestik semata, melainkan sebagai bagian dari ketahanan 

kesehatan global. Krisis kesehatan yang terjadi di satu negara dapat 

dengan cepat berdampak pada negara lain, sehingga penguatan 

ketahanan sistem kesehatan memerlukan pendekatan kolaboratif lintas 

negara dan lintas sektor. Perspektif global menekankan pentingnya 

kesiapsiagaan, surveilans terpadu, serta pertukaran informasi dan 

sumber daya dalam menghadapi ancaman kesehatan bersama (Hopper 

et al., 2024). 

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa sistem 

kesehatan yang memiliki layanan kesehatan primer yang kuat, tata kelola 

yang efektif, serta pembiayaan yang berkelanjutan cenderung lebih 

tangguh dalam menghadapi krisis kesehatan. Negara-negara dengan 

investasi jangka panjang pada sistem kesehatan publik mampu 

mempertahankan layanan kesehatan esensial dan melindungi kelompok 

rentan meskipun berada dalam tekanan krisis. Sebaliknya, sistem 

kesehatan yang rapuh dan terfragmentasi cenderung mengalami 

gangguan layanan yang lebih besar dan pemulihan yang lebih lambat 

(Houlden et al., 2025). 

Dalam perspektif global, ketahanan sistem kesehatan juga 

dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan 

infrastruktur. Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan antarnegara dan 
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antarwilayah menjadi tantangan serius yang dapat memperlemah 

respons global terhadap krisis kesehatan. Oleh karena itu, penguatan 

kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan kerja sama internasional 

dalam pendidikan serta pelatihan tenaga kesehatan menjadi bagian 

penting dari agenda ketahanan kesehatan global (Kachadourian et al., 

2026). 

Selain itu, transformasi digital kesehatan semakin diakui sebagai 

komponen penting dalam memperkuat ketahanan sistem kesehatan 

global. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan 

peningkatan surveilans penyakit, integrasi data kesehatan, serta 

perluasan akses layanan kesehatan lintas batas. Namun, perspektif global 

juga menyoroti tantangan etika, keamanan data, dan kesenjangan digital 

yang perlu dikelola secara hati-hati agar transformasi digital benar-benar 

memperkuat ketahanan sistem kesehatan (Kamarajah et al., 2025). 

Secara keseluruhan, ketahanan sistem kesehatan dalam 

perspektif global menegaskan bahwa penguatan sistem kesehatan 

nasional harus selaras dengan upaya penguatan ketahanan kesehatan 

global. Kolaborasi internasional, pertukaran pengetahuan, dan 

solidaritas global menjadi kunci dalam menghadapi tantangan kesehatan 

yang semakin kompleks. Dengan mengadopsi pembelajaran dan praktik 

terbaik dari perspektif global, negara-negara, termasuk Indonesia, dapat 

membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh, adaptif, dan 

berkelanjutan dalam menghadapi tantangan kesehatan masa depan. 

Pendekatan One Health menekankan keterkaitan antara kesehatan 

manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan. Dalam konteks ketahanan 

kesehatan, pendekatan ini menjadi sangat relevan mengingat banyaknya 

penyakit menular yang bersumber dari interaksi manusia dengan hewan 

dan lingkungan. 
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Selain itu, konsep health security menempatkan kesehatan 

sebagai isu strategis keamanan nasional. Ancaman kesehatan seperti 

pandemi, wabah penyakit menular, dan krisis lingkungan berpotensi 

mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. 

Integrasi pendekatan One Health dan health security memperkuat 

kerangka ketahanan kesehatan dengan mendorong: 

a. Deteksi dini dan surveilans terpadu 

b. Koordinasi lintas sektor dan lintas disiplin 

c. Pencegahan berbasis risiko lingkungan 

d. Respons cepat dan terkoordinasi terhadap krisis kesehatan 

Pendekatan ini menjadi fondasi penting dalam perencanaan 

ketahanan kesehatan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. 

 

4. Indikator Ketahanan Kesehatan Nasional 

Penguatan ketahanan kesehatan nasional memerlukan dasar 

pengukuran yang jelas dan terstruktur agar dapat dievaluasi secara 

objektif dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan kesehatan 

jangka panjang, indikator ketahanan kesehatan nasional berfungsi 

sebagai instrumen penting untuk menilai kapasitas sistem kesehatan 

dalam menghadapi tantangan kesehatan, baik dalam kondisi normal 

maupun krisis. Tanpa indikator yang komprehensif dan terukur, upaya 

penguatan ketahanan kesehatan berisiko berjalan tanpa arah yang jelas 

dan sulit dievaluasi secara sistematis (Kruger et al., 2025). 

Indikator ketahanan kesehatan nasional tidak hanya berfungsi 

sebagai alat ukur kinerja, tetapi juga sebagai dasar perumusan kebijakan 

dan perencanaan strategis. Melalui indikator yang tepat, pembuat 

kebijakan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem 

kesehatan, menentukan prioritas intervensi, serta memantau 



 32 

perkembangan ketahanan kesehatan dari waktu ke waktu. Dengan 

demikian, indikator menjadi jembatan antara konsep ketahanan 

kesehatan yang bersifat abstrak dengan implementasi kebijakan yang 

konkret (Lee et al., 2024). 

Dalam konteks nasional, pengembangan indikator ketahanan 

kesehatan harus mempertimbangkan kompleksitas sistem kesehatan 

Indonesia yang bersifat desentralistik dan beragam. Perbedaan kapasitas 

daerah, kondisi geografis, serta karakteristik sosial dan ekonomi 

masyarakat menuntut indikator yang mampu menangkap variasi dan 

ketimpangan ketahanan kesehatan antarwilayah. Oleh karena itu, 

indikator ketahanan kesehatan nasional perlu dirancang secara fleksibel 

namun tetap konsisten agar dapat digunakan sebagai alat evaluasi di 

tingkat nasional dan daerah (Levy & Perez-Velazco, 2025). 

Indikator ketahanan kesehatan juga harus mencerminkan 

pendekatan sistemik yang mencakup seluruh dimensi sistem kesehatan. 

Pendekatan ini meliputi aspek input, proses, output, dan outcome sistem 

kesehatan. Indikator input mencakup kebijakan, pembiayaan, dan 

sumber daya kesehatan. Indikator proses menilai tata kelola, koordinasi, 

dan implementasi program kesehatan. Indikator output mengukur 

kinerja dan cakupan layanan kesehatan, sementara indikator outcome 

menilai dampak terhadap derajat kesehatan masyarakat dan 

kesiapsiagaan nasional. Pendekatan berjenjang ini memungkinkan 

evaluasi yang lebih komprehensif dan berimbang (Bongga Linggi et al., 

2024). 

Selain itu, indikator ketahanan kesehatan nasional perlu 

memperhatikan dinamika perubahan lingkungan strategis, seperti 

transisi epidemiologi, perubahan demografi, dan perkembangan 

teknologi. Indikator yang statis berpotensi kehilangan relevansi dalam 
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menghadapi tantangan kesehatan yang terus berkembang. Oleh karena 

itu, indikator ketahanan kesehatan harus dirancang adaptif dan dapat 

diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan konteks pembangunan 

kesehatan (M et al., 2021). 

Dalam kerangka Indonesia Emas 2045, indikator ketahanan 

kesehatan nasional memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa 

pembangunan kesehatan berjalan sejalan dengan agenda pembangunan 

nasional jangka panjang. Indikator ini tidak hanya digunakan untuk 

menilai capaian sektor kesehatan, tetapi juga untuk memastikan bahwa 

sistem kesehatan mampu mendukung pembangunan sumber daya 

manusia yang unggul dan berdaya saing. Dengan indikator yang jelas dan 

terukur, ketahanan kesehatan dapat dijadikan sasaran kebijakan yang 

konkret dan terpantau secara berkelanjutan (Nasser et al., 2025). 

Secara keseluruhan, pengembangan indikator ketahanan 

kesehatan nasional merupakan langkah awal yang krusial dalam 

membangun sistem kesehatan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. 

Indikator tersebut menjadi dasar penting dalam mengarahkan kebijakan, 

mengevaluasi kinerja, serta memastikan bahwa ketahanan kesehatan 

benar-benar terwujud sebagai pilar utama pembangunan nasional. 

Pengukuran ketahanan kesehatan memerlukan indikator yang 

komprehensif dan terukur. Indikator tersebut berfungsi sebagai alat 

evaluasi sekaligus dasar perumusan kebijakan. Secara umum, indikator 

ketahanan kesehatan nasional dapat dikelompokkan ke dalam beberapa 

aspek, yaitu: 

a. Akses dan mutu pelayanan kesehatan 

b. Ketersediaan dan distribusi sumber daya manusia kesehatan 

c. Keberlanjutan pembiayaan kesehatan 

d. Kemandirian farmasi dan alat kesehatan 
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e. Kesiapsiagaan dan respons terhadap krisis kesehatan 

f. Partisipasi dan literasi kesehatan masyarakat 

Indikator-indikator ini harus dievaluasi secara berkala untuk 

memastikan bahwa sistem kesehatan nasional berkembang secara 

berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan. 

 

5. Kerangka Analisis Ketahanan Kesehatan 

Kerangka analisis ketahanan kesehatan merupakan instrumen 

konseptual yang digunakan untuk memahami secara sistematis 

bagaimana berbagai komponen sistem kesehatan berinteraksi dalam 

membangun kemampuan suatu negara untuk menghadapi tantangan 

kesehatan. Kerangka ini diperlukan untuk menjembatani konsep 

ketahanan kesehatan yang bersifat abstrak dengan analisis empiris dan 

kebijakan yang operasional. Melalui kerangka analisis yang jelas, 

ketahanan kesehatan dapat dievaluasi secara komprehensif dan 

dijadikan dasar dalam perumusan strategi penguatan sistem kesehatan 

nasional. 

Dalam penelitian ini, kerangka analisis ketahanan kesehatan 

disusun dengan pendekatan sistemik yang mencakup dimensi input, 

proses, output, dan outcome. Pendekatan ini memungkinkan penilaian 

yang berjenjang terhadap kapasitas sistem kesehatan, mulai dari 

ketersediaan sumber daya hingga dampaknya terhadap derajat 

kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan nasional. Kerangka ini juga 

menekankan bahwa ketahanan kesehatan merupakan proses dinamis 

yang berkembang seiring dengan perubahan lingkungan strategis. 

Dimensi input mencakup kebijakan, regulasi, pembiayaan, 

sumber daya manusia kesehatan, serta infrastruktur kesehatan. Dimensi 

ini menggambarkan fondasi struktural sistem kesehatan yang 
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menentukan kapasitas awal dalam menghadapi tantangan kesehatan. 

Kebijakan yang konsisten, pembiayaan yang berkelanjutan, serta 

ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi prasyarat bagi 

terbentuknya sistem kesehatan yang tangguh. 

Dimensi proses berkaitan dengan tata kelola, koordinasi lintas 

sektor, serta implementasi program kesehatan. Proses yang efektif 

mencerminkan kemampuan sistem kesehatan dalam mengelola sumber 

daya secara optimal dan merespons kebutuhan masyarakat secara tepat. 

Pada tahap ini, peran kepemimpinan, mekanisme koordinasi, serta 

sistem informasi kesehatan menjadi faktor penting dalam menentukan 

ketahanan sistem kesehatan. 

Dimensi output mengukur kinerja sistem kesehatan, seperti 

cakupan dan mutu layanan kesehatan, aksesibilitas layanan, serta 

keberlanjutan pelayanan kesehatan esensial. Output yang baik 

menunjukkan bahwa sistem kesehatan mampu berfungsi secara efektif 

dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, baik dalam kondisi 

normal maupun situasi tekanan. 

Dimensi outcome mencerminkan dampak jangka menengah dan 

panjang dari kinerja sistem kesehatan, termasuk peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap risiko kesehatan, serta 

kesiapsiagaan dan kapasitas adaptasi terhadap krisis kesehatan. 

Outcome menjadi indikator utama keberhasilan ketahanan kesehatan 

karena menunjukkan sejauh mana sistem kesehatan mampu menjaga 

keberlanjutan pembangunan kesehatan. 

Selain empat dimensi utama tersebut, kerangka analisis ini juga 

mengintegrasikan faktor kontekstual, seperti dinamika demografi, 

transisi epidemiologi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi. 
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Integrasi faktor kontekstual memungkinkan analisis ketahanan 

kesehatan yang lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi nyata. 

Secara keseluruhan, kerangka analisis ketahanan kesehatan 

memberikan panduan konseptual yang sistematis untuk menilai dan 

memperkuat sistem kesehatan nasional. Dengan kerangka ini, ketahanan 

kesehatan dapat dipahami sebagai hasil interaksi multidimensional yang 

memerlukan pendekatan terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan dalam 

mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. 

Kerangka analisis ketahanan kesehatan dalam buku ini disusun 

secara integratif dengan mempertimbangkan berbagai dimensi sistem 

kesehatan. Kerangka ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 

menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan 

kesehatan nasional. Kerangka analisis tersebut meliputi: 

a. Input, berupa kebijakan, sumber daya, dan infrastruktur 

b. Proses, mencakup tata kelola, koordinasi, dan implementasi program 

c. Output, berupa kinerja layanan dan cakupan pelayanan kesehatan 

d. Outcome, yaitu peningkatan derajat kesehatan dan kesiapsiagaan 

nasional 

e. Impact, berupa keberlanjutan pembangunan kesehatan dan 

ketahanan nasional 

Melalui kerangka ini, ketahanan kesehatan dipahami sebagai 

proses dinamis yang memerlukan penguatan berkelanjutan dan 

kolaborasi multipihak. 

 

6. Relevansi Kerangka Teoretis bagi Indonesia Emas 2045 

Kerangka teoretis ketahanan kesehatan memiliki relevansi 

strategis yang kuat dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 

2045. Visi ini menargetkan Indonesia menjadi negara maju dengan 



 37 

kualitas sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan berdaya saing 

global. Dalam konteks tersebut, kesehatan tidak hanya dipahami sebagai 

hasil pembangunan, tetapi juga sebagai prasyarat utama bagi 

keberhasilan pembangunan ekonomi, sosial, dan nasional secara 

berkelanjutan. Kerangka teoretis ketahanan kesehatan memberikan 

landasan konseptual untuk memastikan bahwa sistem kesehatan 

nasional mampu menopang agenda pembangunan jangka panjang 

tersebut. 

Kerangka teoretis ketahanan kesehatan menekankan pendekatan 

sistemik dan multidimensional, yang sangat relevan dengan 

kompleksitas tantangan kesehatan Indonesia menuju 2045. Tantangan 

seperti transisi epidemiologi, perubahan demografi, ketimpangan 

wilayah, serta ancaman krisis kesehatan menuntut sistem kesehatan 

yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga adaptif dan responsif. 

Dengan kerangka teoretis yang komprehensif, ketahanan kesehatan 

dapat dianalisis dan diperkuat secara menyeluruh, mulai dari aspek 

kebijakan, pembiayaan, sumber daya, hingga partisipasi masyarakat. 

Dalam konteks bonus demografi, kerangka teoretis ketahanan 

kesehatan membantu menjelaskan keterkaitan antara kesehatan dan 

produktivitas penduduk usia kerja. Penduduk yang sehat secara fisik dan 

mental memiliki kapasitas lebih besar untuk berkontribusi dalam 

pembangunan ekonomi dan inovasi. Sebaliknya, sistem kesehatan yang 

rapuh berpotensi menghambat pemanfaatan bonus demografi dan 

meningkatkan beban sosial-ekonomi. Oleh karena itu, penerapan 

kerangka teoretis ketahanan kesehatan menjadi instrumen penting 

dalam memastikan bahwa bonus demografi dapat dimanfaatkan secara 

optimal. 



 38 

Kerangka teoretis ketahanan kesehatan juga relevan dalam 

menghadapi dinamika perubahan global dan risiko krisis kesehatan. 

Pendekatan yang menekankan kesiapsiagaan, kapasitas adaptasi, dan 

pemulihan memungkinkan sistem kesehatan untuk belajar dari 

pengalaman krisis dan memperkuat diri secara berkelanjutan. Hal ini 

sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk membangun sistem 

kesehatan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan antisipatif 

dalam menghadapi tantangan kesehatan masa depan. 

Selain itu, kerangka teoretis ini mendukung integrasi kesehatan 

dalam perencanaan pembangunan nasional. Dengan menempatkan 

kesehatan sebagai bagian integral dari ketahanan nasional, kerangka ini 

mendorong pendekatan lintas sektor yang melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan. Integrasi ini penting untuk mengatasi 

determinan sosial kesehatan dan memastikan bahwa pembangunan 

kesehatan berjalan seiring dengan pembangunan di sektor lain. 

Secara keseluruhan, relevansi kerangka teoretis ketahanan 

kesehatan bagi Indonesia Emas 2045 terletak pada kemampuannya 

memberikan arah konseptual dan analitis dalam membangun sistem 

kesehatan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan kerangka 

teoretis yang kuat, Indonesia memiliki dasar yang kokoh untuk 

merancang dan mengimplementasikan kebijakan kesehatan yang 

mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 secara inklusif dan 

berkeadilan. 

Kerangka teoretis ketahanan kesehatan memiliki relevansi 

strategis dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Pembangunan 

kesehatan yang berorientasi ketahanan memastikan bahwa 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial tidak terhambat oleh 
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krisis kesehatan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan 

berkelanjutan, ketahanan kesehatan menjadi instrumen penting dalam: 

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

b. Mengoptimalkan manfaat bonus demografi 

c. Mengurangi ketimpangan kesehatan antarwilayah 

d. Memperkuat daya saing bangsa di tingkat global 

Oleh karena itu, penguatan ketahanan kesehatan harus menjadi 

agenda prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional jangka 

panjang. 
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BAB III. KONDISI DAN TANTANGAN KESEHATAN DI 
INDONESIA 

 

 

 

1. Profil Kesehatan Masyarakat Indonesia 

Profil kesehatan masyarakat di Indonesia mencerminkan 

dinamika yang kompleks seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, 

demografi, dan lingkungan. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia 

menunjukkan kemajuan pada sejumlah indikator kesehatan dasar, 

seperti meningkatnya angka harapan hidup dan membaiknya akses 

terhadap layanan kesehatan. Capaian tersebut merupakan hasil dari 

berbagai upaya pembangunan kesehatan, termasuk perluasan cakupan 

layanan kesehatan dasar dan penguatan sistem jaminan kesehatan. 

Namun demikian, kemajuan ini belum sepenuhnya merata dan masih 

dihadapkan pada tantangan struktural yang signifikan (Nepogodiev et al., 

2025). 

Salah satu karakteristik utama profil kesehatan masyarakat 

Indonesia adalah terjadinya transisi epidemiologi, yaitu pergeseran pola 

penyakit dari dominasi penyakit menular ke meningkatnya penyakit 

tidak menular. Penyakit tidak menular, seperti penyakit kardiovaskular, 

diabetes melitus, dan kanker, semakin berkontribusi terhadap beban 

kesakitan dan kematian. Peningkatan ini berkaitan erat dengan 

perubahan gaya hidup, urbanisasi, pola konsumsi tidak sehat, dan 

rendahnya aktivitas fisik. Di sisi lain, penyakit menular dan masalah 

kesehatan berbasis lingkungan masih ditemukan di sejumlah wilayah, 

sehingga Indonesia menghadapi beban ganda penyakit yang menuntut 

respons sistem kesehatan yang komprehensif (Neyer et al., 2024). 
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Profil kesehatan masyarakat Indonesia juga dipengaruhi oleh 

faktor demografi. Struktur penduduk yang didominasi oleh usia 

produktif memberikan peluang besar bagi pembangunan nasional. 

Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal 

apabila penduduk usia kerja memiliki status kesehatan yang baik. 

Masalah kesehatan kronis pada usia produktif berpotensi menurunkan 

produktivitas dan meningkatkan beban ekonomi. Selain itu, tren 

penuaan penduduk yang mulai terlihat menuntut kesiapan sistem 

kesehatan dalam menyediakan layanan kesehatan berkelanjutan dan 

ramah lansia (Nguyen et al., 2025). 

Ketimpangan kesehatan antarwilayah masih menjadi ciri penting 

dalam profil kesehatan masyarakat Indonesia. Perbedaan kondisi 

geografis, ketersediaan fasilitas kesehatan, dan distribusi tenaga 

kesehatan menyebabkan variasi derajat kesehatan antar daerah. Wilayah 

terpencil dan kepulauan cenderung menghadapi keterbatasan akses dan 

mutu pelayanan kesehatan, yang berdampak pada kerentanan kesehatan 

masyarakat setempat. Ketimpangan ini menegaskan perlunya 

pendekatan pembangunan kesehatan yang berkeadilan dan berbasis 

kebutuhan lokal (O zer & Şahin Altun, 2024). 

Selain faktor layanan kesehatan, determinan sosial kesehatan juga 

berperan besar dalam membentuk profil kesehatan masyarakat. Tingkat 

pendidikan, kondisi ekonomi, lingkungan tempat tinggal, serta akses 

terhadap air bersih dan sanitasi memengaruhi status kesehatan 

masyarakat secara signifikan. Oleh karena itu, upaya peningkatan 

kesehatan masyarakat tidak dapat hanya mengandalkan intervensi 

medis, tetapi juga memerlukan pendekatan lintas sektor yang menangani 

determinan sosial kesehatan (Prof. Dr. Ns. Suprapto  S.Sos., M.Si. M. 
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Khalid Fredy Saputra, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.MB. Gr. Muh. Irsan Nur, 

S.Kep., 2025). 

Secara keseluruhan, profil kesehatan masyarakat Indonesia 

menunjukkan kemajuan yang patut diapresiasi, namun masih 

dihadapkan pada tantangan yang kompleks dan berlapis. Pemahaman 

yang komprehensif terhadap profil kesehatan ini menjadi dasar penting 

dalam merumuskan strategi penguatan sistem kesehatan dan ketahanan 

kesehatan nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 

2045.Kondisi kesehatan masyarakat Indonesia menunjukkan dinamika 

yang kompleks seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan 

demografi. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami 

perbaikan pada sejumlah indikator kesehatan dasar, seperti peningkatan 

angka harapan hidup dan penurunan angka kematian ibu dan bayi. 

Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya merata 

antarwilayah dan kelompok sosial. Perbedaan kondisi geografis, 

kapasitas daerah, serta ketersediaan sumber daya kesehatan 

menyebabkan kesenjangan derajat kesehatan antara wilayah perkotaan 

dan perdesaan, serta antara kawasan barat dan timur Indonesia. 

Ketimpangan ini menjadi tantangan serius dalam upaya membangun 

ketahanan kesehatan nasional yang inklusif dan berkeadilan (Richi & 

Alam, 2025). 

Selain itu, perubahan pola hidup masyarakat akibat urbanisasi 

dan modernisasi turut memengaruhi profil kesehatan penduduk. Pola 

konsumsi tidak sehat, kurang aktivitas fisik, serta peningkatan stres 

menjadi faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya beban 

penyakit kronis. 
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2. Transisi Epidemiologi dan Beban Penyakit 

Transisi epidemiologi merupakan proses perubahan pola 

penyakit dan penyebab kematian dalam suatu populasi yang dipengaruhi 

oleh dinamika demografi, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di Indonesia, 

transisi epidemiologi berlangsung secara kompleks dan tidak linear, 

ditandai oleh pergeseran dominasi penyakit menular menuju 

meningkatnya penyakit tidak menular, sementara penyakit menular 

tertentu masih tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat. Kondisi ini 

menciptakan beban ganda penyakit yang menuntut kapasitas sistem 

kesehatan yang lebih kuat dan adaptif (Rippl et al., 2025). 

Penyakit tidak menular, seperti penyakit kardiovaskular, diabetes 

melitus, kanker, dan penyakit pernapasan kronis, semakin mendominasi 

penyebab kesakitan dan kematian. Peningkatan prevalensi penyakit 

tidak menular berkaitan erat dengan perubahan gaya hidup masyarakat, 

termasuk pola makan tinggi gula, garam, dan lemak, rendahnya aktivitas 

fisik, serta meningkatnya paparan faktor risiko perilaku. Beban penyakit 

tidak menular memiliki implikasi jangka panjang terhadap sistem 

kesehatan karena memerlukan pengelolaan berkelanjutan, pembiayaan 

yang besar, dan layanan kesehatan yang komprehensif (Sales et al., 2024). 

Di sisi lain, penyakit menular belum sepenuhnya tereliminasi dan 

masih menjadi tantangan, terutama di wilayah dengan keterbatasan 

akses layanan kesehatan dan kondisi lingkungan yang kurang memadai. 

Penyakit infeksi tertentu, masalah kesehatan berbasis sanitasi, serta 

penyakit yang berkaitan dengan lingkungan dan iklim menunjukkan 

bahwa sistem kesehatan masih harus menangani masalah kesehatan 

klasik bersamaan dengan tantangan modern. Keberlanjutan penyakit 

menular ini memperkuat kompleksitas beban penyakit yang dihadapi 

sistem kesehatan nasional. 
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Transisi epidemiologi juga berdampak signifikan pada struktur 

beban pembiayaan kesehatan. Penyakit tidak menular cenderung 

meningkatkan pengeluaran kesehatan rumah tangga dan sistem jaminan 

kesehatan akibat kebutuhan layanan jangka panjang dan terapi berulang. 

Tanpa strategi pencegahan yang efektif, peningkatan penyakit tidak 

menular berpotensi membebani sistem pembiayaan kesehatan dan 

mengurangi efisiensi penggunaan sumber daya. Oleh karena itu, 

pergeseran fokus kebijakan kesehatan ke arah promotif dan preventif 

menjadi semakin penting dalam konteks transisi epidemiologi (Shan et 

al., 2025). 

Selain dampak ekonomi, beban penyakit juga memengaruhi 

produktivitas penduduk usia kerja. Penyakit kronis pada usia produktif 

dapat menurunkan kapasitas kerja, meningkatkan absensi, dan 

mengurangi kualitas hidup. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap 

pembangunan sumber daya manusia dan daya saing nasional. Dalam 

jangka panjang, beban penyakit yang tinggi berpotensi menghambat 

pencapaian tujuan pembangunan nasional. 

Secara keseluruhan, transisi epidemiologi dan beban penyakit di 

Indonesia menuntut transformasi pendekatan pembangunan kesehatan. 

Sistem kesehatan perlu dirancang untuk mampu menangani beban 

ganda penyakit secara terintegrasi melalui penguatan layanan kesehatan 

primer, pengendalian faktor risiko, serta pengembangan kebijakan 

kesehatan berbasis pencegahan. Pemahaman yang komprehensif 

mengenai transisi epidemiologi menjadi dasar penting dalam 

membangun ketahanan kesehatan nasional yang berkelanjutan menuju 

Indonesia Emas 2045. 

Indonesia saat ini berada dalam fase transisi epidemiologi yang 

ditandai dengan pergeseran dominasi penyakit menular menuju 
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penyakit tidak menular. Penyakit seperti hipertensi, diabetes melitus, 

penyakit jantung, dan kanker semakin meningkat dan menjadi penyebab 

utama kesakitan dan kematian. 

Di sisi lain, penyakit menular belum sepenuhnya teratasi dan 

masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, terutama di wilayah 

dengan sanitasi dan akses layanan kesehatan yang terbatas. Kondisi ini 

menciptakan beban ganda penyakit (double burden of disease) yang 

menuntut kapasitas sistem kesehatan yang lebih kuat dan adaptif. 

Beban penyakit yang tinggi berdampak langsung terhadap 

produktivitas penduduk usia kerja dan meningkatkan biaya kesehatan, 

baik pada tingkat rumah tangga maupun nasional. Tanpa strategi 

pengendalian yang efektif, beban penyakit berpotensi menghambat 

pencapaian visi Indonesia Emas 2045. 

Transisi epidemiologi merupakan perubahan pola penyakit dan 

penyebab kematian dalam suatu populasi yang dipengaruhi oleh 

dinamika demografi, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di Indonesia, 

transisi epidemiologi berlangsung secara cepat dan kompleks, ditandai 

oleh meningkatnya dominasi penyakit tidak menular (PTM) di tengah 

masih bertahannya penyakit menular dan masalah kesehatan berbasis 

lingkungan. Kondisi ini menciptakan beban ganda penyakit yang menjadi 

tantangan utama bagi sistem kesehatan nasional. 

Dalam beberapa tahun terakhir, penyakit tidak menular seperti 

penyakit kardiovaskular, diabetes melitus, kanker, dan gangguan 

pernapasan kronis menjadi penyebab utama kesakitan dan kematian. 

Peningkatan PTM berkaitan erat dengan perubahan gaya hidup 

masyarakat, urbanisasi, pola konsumsi tinggi gula, garam, dan lemak, 

rendahnya aktivitas fisik, serta meningkatnya faktor risiko seperti 

obesitas dan stres. Beban PTM bersifat jangka panjang dan memerlukan 
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pengelolaan berkelanjutan, sehingga berdampak signifikan terhadap 

pembiayaan kesehatan dan kapasitas layanan kesehatan. 

Di sisi lain, penyakit menular belum sepenuhnya terkendali, 

terutama di wilayah dengan keterbatasan akses air bersih, sanitasi, dan 

layanan kesehatan. Penyakit infeksi tertentu, penyakit berbasis vektor, 

serta penyakit yang dipengaruhi oleh perubahan iklim masih menjadi 

ancaman kesehatan masyarakat. Mobilitas penduduk yang tinggi, 

kepadatan perkotaan, dan degradasi lingkungan turut memperbesar 

risiko munculnya kembali penyakit menular dan kejadian luar biasa 

kesehatan. 

Transisi epidemiologi di Indonesia juga diperparah oleh 

perubahan struktur demografi. Beban penyakit tidak menular semakin 

banyak ditemukan pada kelompok usia produktif, yang berdampak 

langsung pada produktivitas kerja dan daya saing nasional. Penyakit 

kronis pada usia kerja meningkatkan absensi, menurunkan kualitas 

hidup, serta memperbesar beban ekonomi rumah tangga dan sistem 

jaminan kesehatan. Kondisi ini menegaskan bahwa beban penyakit tidak 

hanya menjadi isu kesehatan, tetapi juga isu pembangunan nasional. 

Selain dampak ekonomi, beban penyakit juga memengaruhi 

ketahanan sistem kesehatan. Lonjakan kebutuhan layanan akibat PTM 

dan penyakit menular secara bersamaan meningkatkan tekanan pada 

fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan sistem pembiayaan. Tanpa 

transformasi pendekatan pelayanan kesehatan, sistem kesehatan 

berisiko mengalami inefisiensi dan ketidaksinambungan layanan, 

terutama dalam menghadapi krisis kesehatan atau bencana. 

Dalam konteks kebijakan kesehatan yang lebih mutakhir, transisi 

epidemiologi menuntut pergeseran fokus dari pendekatan kuratif ke 

arah promotif dan preventif yang lebih kuat. Pengendalian faktor risiko 
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PTM, penguatan layanan kesehatan primer, serta integrasi surveilans 

penyakit menular dan tidak menular menjadi strategi kunci dalam 

mengelola beban penyakit secara berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan 

teknologi digital kesehatan dan data kesehatan terpadu semakin penting 

untuk mendukung deteksi dini dan pengambilan keputusan berbasis 

bukti. 

Secara keseluruhan, transisi epidemiologi dan beban penyakit di 

Indonesia menunjukkan bahwa tantangan kesehatan semakin kompleks 

dan multidimensional. Tanpa penguatan sistem kesehatan yang adaptif 

dan berorientasi jangka panjang, beban penyakit berpotensi 

menghambat pencapaian pembangunan sumber daya manusia dan visi 

Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, pemahaman yang mutakhir dan 

komprehensif mengenai transisi epidemiologi menjadi landasan penting 

dalam membangun ketahanan kesehatan nasional yang berkelanjutan. 

 

3. Tantangan Demografi dan Bonus Demografi 

Perubahan struktur demografi merupakan salah satu faktor kunci 

yang memengaruhi pembangunan kesehatan dan ketahanan kesehatan 

nasional. Di Indonesia, dinamika demografi ditandai oleh meningkatnya 

proporsi penduduk usia produktif yang membuka peluang terjadinya 

bonus demografi. Bonus demografi merujuk pada kondisi ketika jumlah 

penduduk usia kerja lebih besar dibandingkan penduduk usia 

nonproduktif, sehingga secara teoritis dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan nasional (Shi et al., 2024). 

Bonus demografi dipandang sebagai momentum strategis menuju 

Indonesia Emas 2045 karena menyediakan tenaga kerja potensial yang 

besar. Namun, peluang ini hanya dapat dimanfaatkan secara optimal 

apabila penduduk usia produktif memiliki kualitas kesehatan fisik dan 
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mental yang baik (Turgeon et al., 2025). Tanpa kondisi kesehatan yang 

memadai, bonus demografi berisiko berubah menjadi beban demografi 

yang justru meningkatkan tekanan terhadap sistem kesehatan, jaminan 

sosial, dan perekonomian nasional. Oleh karena itu, kesehatan menjadi 

prasyarat utama dalam mengonversi potensi demografi menjadi 

keuntungan pembangunan (Siddig & Ahmed, 2024). 

Salah satu tantangan utama dalam konteks bonus demografi 

adalah meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular pada kelompok 

usia produktif. Penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes melitus, dan 

gangguan kesehatan mental dapat menurunkan produktivitas kerja dan 

kualitas hidup. Kondisi ini berdampak langsung pada daya saing tenaga 

kerja dan efisiensi ekonomi. Selain itu, beban pembiayaan kesehatan 

akibat penyakit kronis pada usia kerja berpotensi meningkat dan 

menekan keberlanjutan sistem pembiayaan kesehatan (Turgeon et al., 

2024). 

Di sisi lain, dinamika demografi Indonesia juga menunjukkan tren 

penuaan penduduk yang semakin nyata. Meningkatnya jumlah penduduk 

lanjut usia merupakan konsekuensi dari meningkatnya angka harapan 

hidup. Meskipun mencerminkan keberhasilan pembangunan kesehatan, 

penuaan penduduk menghadirkan tantangan baru bagi sistem kesehatan 

(Udod et al., 2025). Lansia membutuhkan layanan kesehatan yang lebih 

kompleks, berkelanjutan, dan berorientasi pada pengelolaan penyakit 

kronis serta perawatan jangka panjang. Tanpa kesiapan sistem 

kesehatan, penuaan penduduk dapat meningkatkan beban pembiayaan 

dan memperlemah ketahanan kesehatan nasional (Wickramaarachchi et 

al., 2025). 

Tantangan demografi lainnya berkaitan dengan ketimpangan 

wilayah dan sosial. Distribusi penduduk usia produktif yang tidak 
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merata, perbedaan akses pendidikan dan kesehatan, serta kesenjangan 

ekonomi antarwilayah memengaruhi kemampuan daerah dalam 

memanfaatkan bonus demografi. Wilayah dengan keterbatasan layanan 

kesehatan dan sumber daya manusia cenderung kurang optimal dalam 

meningkatkan kualitas penduduk usia kerja. 

Dalam konteks pembangunan kesehatan, tantangan demografi 

dan bonus demografi menuntut pendekatan kebijakan yang terintegrasi. 

Penguatan layanan kesehatan primer, promosi dan pencegahan penyakit, 

serta peningkatan literasi kesehatan menjadi strategi kunci dalam 

menjaga kesehatan penduduk usia produktif. Selain itu, sistem kesehatan 

perlu disiapkan untuk menghadapi penuaan penduduk melalui 

pengembangan layanan kesehatan ramah lansia. 

Secara keseluruhan, bonus demografi merupakan peluang 

sekaligus tantangan bagi Indonesia. Pemanfaatan bonus demografi 

sangat bergantung pada keberhasilan pembangunan kesehatan yang 

berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan sistem kesehatan yang tangguh 

dan adaptif, tantangan demografi dapat dikelola secara efektif dan 

menjadi pendorong utama pencapaian Indonesia Emas 2045. Perubahan 

struktur demografi merupakan faktor penting yang memengaruhi 

ketahanan kesehatan. Indonesia diproyeksikan menikmati bonus 

demografi dalam beberapa dekade mendatang, ditandai dengan 

dominasi penduduk usia produktif. Kondisi ini berpotensi menjadi 

kekuatan besar bagi pembangunan nasional. 

Namun, bonus demografi hanya dapat dimanfaatkan secara 

optimal apabila penduduk usia produktif memiliki kesehatan yang baik. 

Tingginya prevalensi penyakit tidak menular pada usia produktif dapat 

menurunkan produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan beban 

pembiayaan kesehatan. 
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Selain itu, Indonesia juga menghadapi fenomena penuaan 

penduduk yang semakin meningkat. Peningkatan jumlah lansia 

menuntut sistem kesehatan yang mampu menyediakan layanan 

kesehatan berkelanjutan, komprehensif, dan ramah lansia. Tantangan ini 

menegaskan perlunya perencanaan ketahanan kesehatan jangka panjang 

yang mempertimbangkan dinamika demografi. 

 

4. Ketimpangan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 

Ketimpangan akses dan mutu pelayanan kesehatan merupakan 

salah satu persoalan struktural paling krusial dalam sistem kesehatan 

nasional. Meskipun berbagai kebijakan telah mendorong perluasan 

cakupan layanan kesehatan, kenyataannya akses dan kualitas pelayanan 

kesehatan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh faktor geografis, 

sosial, dan ekonomi. Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan 

perbedaan kapasitas daerah, tetapi juga menunjukkan keterbatasan 

sistem kesehatan dalam menjamin keadilan dan pemerataan layanan 

(Standley et al., 2025). 

Secara geografis, wilayah terpencil, kepulauan, dan daerah 

tertinggal menghadapi hambatan akses yang signifikan. Keterbatasan 

infrastruktur transportasi dan fasilitas kesehatan menyebabkan 

masyarakat di wilayah tersebut harus menempuh jarak jauh dan waktu 

lama untuk memperoleh layanan kesehatan. Dalam situasi darurat, 

keterlambatan akses layanan kesehatan dapat berakibat fatal. 

Ketimpangan geografis ini memperlihatkan bahwa pembangunan 

fasilitas kesehatan belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan 

dan karakteristik wilayah secara proporsional (Streit et al., 2025). 

Ketimpangan juga terlihat dalam distribusi tenaga kesehatan. 

Konsentrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan profesional masih 
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dominan di wilayah perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi. 

Sementara itu, daerah terpencil dan perdesaan sering kali mengalami 

kekurangan tenaga kesehatan, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. 

Kondisi ini berdampak langsung pada mutu pelayanan kesehatan yang 

diterima masyarakat. Ketersediaan fasilitas tanpa didukung oleh tenaga 

kesehatan yang kompeten tidak cukup untuk menjamin kualitas layanan 

yang aman dan efektif. 

Mutu pelayanan kesehatan menjadi dimensi lain yang 

mempertegas ketimpangan sistem kesehatan. Variasi kualitas pelayanan 

antar fasilitas kesehatan menunjukkan adanya kesenjangan dalam 

standar pelayanan, sistem rujukan, serta pengawasan mutu. Masyarakat 

dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki akses 

ke layanan kesehatan bermutu tinggi, sementara kelompok rentan sering 

kali menerima layanan dengan kualitas terbatas. Ketimpangan mutu ini 

memperdalam ketidakadilan kesehatan dan berpotensi memperbesar 

kesenjangan derajat kesehatan antar kelompok masyarakat. 

Selain itu, faktor sosial dan ekonomi turut memperkuat 

ketimpangan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Tingkat pendidikan, 

pendapatan, dan literasi kesehatan memengaruhi kemampuan 

masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan. Meskipun skema 

jaminan kesehatan telah memperluas akses finansial, hambatan 

nonfinansial seperti informasi yang terbatas, stigma, dan rendahnya 

kepercayaan terhadap layanan kesehatan masih menjadi penghalang 

bagi sebagian masyarakat. 

Ketimpangan akses dan mutu pelayanan kesehatan memiliki 

implikasi serius terhadap ketahanan kesehatan nasional. Sistem 

kesehatan yang timpang cenderung lebih rentan terhadap krisis 

kesehatan karena kapasitas respons yang tidak merata. Dalam konteks 
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pembangunan jangka panjang, ketimpangan ini berpotensi menghambat 

pencapaian visi Indonesia Emas 2045 dengan memperlemah kualitas 

sumber daya manusia dan memperbesar ketidakadilan sosial. 

Oleh karena itu, pengurangan ketimpangan akses dan mutu 

pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas strategis. Pendekatan 

kebijakan yang berorientasi pada pemerataan, penguatan layanan 

kesehatan primer, redistribusi tenaga kesehatan, serta peningkatan 

sistem penjaminan mutu diperlukan untuk membangun sistem 

kesehatan yang adil dan tangguh. Tanpa upaya serius untuk mengatasi 

ketimpangan, ketahanan kesehatan nasional akan sulit terwujud secara 

berkelanjutan. 

Ketimpangan akses dan mutu pelayanan kesehatan masih 

menjadi permasalahan utama dalam sistem kesehatan Indonesia. 

Distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang belum merata 

menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam 

memperoleh layanan kesehatan yang bermutu. Wilayah terpencil dan 

kepulauan sering menghadapi keterbatasan infrastruktur, tenaga medis, 

serta ketersediaan obat dan alat kesehatan. Kondisi ini memperlemah 

ketahanan kesehatan di tingkat lokal dan meningkatkan kerentanan 

terhadap krisis kesehatan. 

Selain akses, mutu pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian 

penting. Variasi kualitas layanan antar fasilitas kesehatan menunjukkan 

perlunya penguatan standar pelayanan, sistem rujukan, serta 

pengawasan mutu secara berkelanjutan untuk menjamin keadilan dan 

keselamatan pasien. 
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5. Dampak Perubahan Iklim dan Bencana terhadap Kesehatan 

Perubahan iklim dan meningkatnya frekuensi bencana alam 

menjadi tantangan serius bagi kesehatan masyarakat dan ketahanan 

sistem kesehatan di Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang rentan 

terhadap bencana hidrometeorologi dan geologis, Indonesia menghadapi 

dampak kesehatan yang bersifat langsung maupun tidak langsung akibat 

perubahan iklim. Dampak tersebut tidak hanya meningkatkan risiko 

kesakitan dan kematian, tetapi juga menguji kapasitas sistem kesehatan 

dalam menjaga kesinambungan layanan esensial. 

Perubahan iklim memengaruhi pola penyakit melalui 

peningkatan suhu, perubahan curah hujan, dan kejadian cuaca ekstrem. 

Kondisi ini berkontribusi terhadap meningkatnya penyakit berbasis 

lingkungan, seperti penyakit yang ditularkan melalui vektor, gangguan 

saluran pernapasan, serta penyakit yang berkaitan dengan kualitas air 

dan sanitasi. Peningkatan suhu dan kelembapan dapat memperluas 

wilayah penyebaran vektor penyakit, sementara banjir dan kekeringan 

berdampak pada ketersediaan air bersih dan keamanan pangan. 

Dampak-dampak ini memperberat beban penyakit dan menuntut 

respons kesehatan masyarakat yang lebih adaptif. 

Bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan 

letusan gunung berapi, memberikan dampak kesehatan yang bersifat 

akut dan kronis. Pada fase akut, bencana dapat menyebabkan cedera, 

kematian, serta gangguan kesehatan akibat keterbatasan akses layanan 

medis. Pada fase pascabencana, risiko penyakit menular, gangguan 

kesehatan mental, serta masalah gizi sering kali meningkat. Kerusakan 

fasilitas kesehatan dan infrastruktur pendukung memperburuk kondisi 

tersebut dengan menghambat penyediaan layanan kesehatan yang 

berkelanjutan. 
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Dampak perubahan iklim dan bencana juga memperbesar 

ketimpangan kesehatan. Kelompok masyarakat miskin, masyarakat 

pesisir, dan penduduk di wilayah terpencil cenderung lebih rentan 

karena keterbatasan sumber daya, akses layanan kesehatan, dan 

kapasitas adaptasi. Ketidaksetaraan ini memperlihatkan bahwa 

perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga isu keadilan 

kesehatan yang menuntut perhatian kebijakan yang lebih inklusif. 

Dari perspektif sistem kesehatan, perubahan iklim dan bencana 

menjadi ujian terhadap ketahanan kesehatan nasional. Sistem kesehatan 

yang tidak siap akan mengalami gangguan layanan esensial, kelelahan 

tenaga kesehatan, serta keterbatasan logistik medis. Sebaliknya, sistem 

kesehatan yang tangguh mampu mempertahankan layanan dasar, 

melakukan respons cepat, dan memulihkan fungsi pascabencana. Oleh 

karena itu, integrasi kesiapsiagaan bencana dan adaptasi perubahan 

iklim ke dalam perencanaan kesehatan menjadi kebutuhan mendesak. 

Dalam konteks pembangunan jangka panjang, dampak perubahan 

iklim dan bencana terhadap kesehatan berpotensi menghambat 

pencapaian tujuan pembangunan nasional, termasuk visi Indonesia 

Emas 2045. Peningkatan beban penyakit, gangguan produktivitas, dan 

tekanan pembiayaan kesehatan dapat melemahkan pembangunan 

sumber daya manusia. Oleh karena itu, penguatan ketahanan kesehatan 

yang responsif terhadap perubahan iklim dan bencana harus menjadi 

bagian integral dari strategi pembangunan kesehatan nasional. 

Secara keseluruhan, perubahan iklim dan bencana merupakan 

determinan penting kesehatan masyarakat yang memerlukan 

pendekatan lintas sektor dan berbasis ketahanan. Penguatan surveilans 

kesehatan, kesiapsiagaan bencana, serta perlindungan kelompok rentan 
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menjadi langkah strategis untuk memastikan sistem kesehatan mampu 

beradaptasi dan melindungi kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.  

Perubahan iklim dan meningkatnya frekuensi bencana alam 

memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat. 

Peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, serta kejadian cuaca 

ekstrem berkontribusi terhadap meningkatnya risiko penyakit berbasis 

lingkungan. Indonesia sebagai negara rawan bencana menghadapi 

tantangan besar dalam menjaga ketahanan kesehatan di tengah situasi 

darurat. Bencana alam tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga 

merusak fasilitas kesehatan dan mengganggu layanan kesehatan 

esensial. Ketahanan kesehatan dalam konteks perubahan iklim dan 

bencana memerlukan sistem kesiapsiagaan yang kuat, termasuk 

surveilans kesehatan, manajemen risiko, serta koordinasi lintas sektor. 

Tanpa kesiapan yang memadai, dampak bencana terhadap kesehatan 

berpotensi menghambat pembangunan kesehatan jangka panjang. 

 

6. Implikasi Kondisi Kesehatan terhadap Ketahanan Nasional 

Kondisi kesehatan masyarakat memiliki implikasi langsung dan 

tidak langsung terhadap ketahanan nasional suatu negara. Di Indonesia, 

kesehatan tidak hanya berperan sebagai indikator kesejahteraan sosial, 

tetapi juga sebagai determinan utama stabilitas ekonomi, ketahanan 

sosial, dan keamanan nasional. Sistem kesehatan yang kuat dan 

masyarakat yang sehat merupakan prasyarat bagi keberlanjutan 

pembangunan nasional dan kemampuan negara dalam menghadapi 

berbagai tantangan strategis. 

Dari perspektif ekonomi, kondisi kesehatan masyarakat 

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja dan 

pertumbuhan ekonomi. Tingginya prevalensi penyakit, terutama 
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penyakit tidak menular pada usia produktif, berpotensi menurunkan 

kapasitas kerja, meningkatkan absensi, serta memperbesar beban 

pembiayaan kesehatan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat 

menghambat daya saing nasional dan memperlemah fondasi ekonomi. 

Sebaliknya, masyarakat yang sehat memungkinkan optimalisasi bonus 

demografi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai motor 

pembangunan nasional. 

Implikasi kesehatan juga terlihat pada ketahanan sosial. 

Ketimpangan akses dan mutu pelayanan kesehatan dapat memperbesar 

kesenjangan sosial dan memicu ketidakpuasan masyarakat. Ketika 

sebagian kelompok masyarakat merasa terpinggirkan dalam 

memperoleh layanan kesehatan yang layak, kepercayaan terhadap 

institusi negara dapat menurun. Kondisi ini berpotensi mengganggu 

kohesi sosial dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, pemerataan layanan 

kesehatan menjadi bagian penting dalam menjaga integrasi sosial dan 

keadilan nasional. 

Dalam konteks keamanan nasional, krisis kesehatan dapat 

menjadi ancaman nontradisional yang berdampak luas. Wabah penyakit, 

bencana kesehatan, dan kegagalan sistem kesehatan dapat mengganggu 

fungsi pemerintahan, layanan publik, serta stabilitas keamanan. Kondisi 

kesehatan yang buruk juga dapat melemahkan kesiapsiagaan dan 

ketahanan sumber daya manusia di sektor strategis. Dengan demikian, 

kesehatan perlu dipandang sebagai bagian integral dari sistem 

pertahanan dan keamanan nasional. 

Kondisi kesehatan masyarakat juga berimplikasi pada ketahanan 

politik dan tata kelola pemerintahan. Ketidakmampuan negara dalam 

melindungi kesehatan warganya dapat menurunkan legitimasi kebijakan 

publik dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap 
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pemerintah. Sebaliknya, respons kesehatan yang efektif dan adil dapat 

memperkuat legitimasi negara dan meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan yang 

responsif dan berbasis bukti menjadi instrumen penting dalam menjaga 

stabilitas politik. 

Dalam konteks pembangunan jangka panjang menuju Indonesia 

Emas 2045, implikasi kondisi kesehatan terhadap ketahanan nasional 

semakin krusial. Pembangunan sumber daya manusia unggul tidak dapat 

dilepaskan dari sistem kesehatan yang tangguh, adaptif, dan berkeadilan. 

Ketahanan kesehatan menjadi pilar yang menopang ketahanan nasional 

secara menyeluruh, mulai dari ekonomi, sosial, hingga keamanan. 

Secara keseluruhan, kondisi kesehatan masyarakat merupakan 

cerminan sekaligus penentu ketahanan nasional. Penguatan sistem 

kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus 

dipandang sebagai investasi strategis negara. Dengan menjadikan 

kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan, Indonesia dapat 

memperkuat ketahanan nasional dan memastikan keberlanjutan 

pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. 

Kondisi dan tantangan kesehatan yang dihadapi Indonesia 

memiliki implikasi luas terhadap ketahanan nasional. Kesehatan yang 

buruk berdampak pada penurunan produktivitas, meningkatnya beban 

ekonomi, serta potensi ketidakstabilan sosial. Ketahanan kesehatan 

menjadi prasyarat bagi terciptanya ketahanan ekonomi dan sosial yang 

berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan sistem kesehatan tidak dapat 

dipisahkan dari strategi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 

2045. Kajian terhadap kondisi dan tantangan kesehatan ini menjadi 

dasar penting dalam merumuskan strategi penguatan ketahanan 

kesehatan yang komprehensif, adaptif, dan berorientasi masa depan. 
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BAB IV. KETAHANAN KESEHATAN MENUJU INDONESIA 

EMAS 2045 

 

 

1. Konsep Ketahanan Kesehatan dalam Pembangunan Nasional 

Ketahanan kesehatan merupakan kemampuan sistem kesehatan 

untuk mencegah, mendeteksi, merespons, dan pulih dari berbagai 

ancaman kesehatan, baik yang bersifat endemik, epidemi, bencana alam, 

maupun krisis non-alam seperti perubahan iklim dan disrupsi sosial-

ekonomi. Dalam konteks pembangunan jangka panjang, ketahanan 

kesehatan tidak hanya dipahami sebagai kapasitas layanan kesehatan, 

tetapi sebagai bagian integral dari ketahanan nasional yang menopang 

stabilitas sosial, produktivitas ekonomi, dan kualitas sumber daya 

manusia. 

Menuju visi Indonesia Emas 2045 yakni kondisi ketika Indonesia 

mencapai status negara berpendapatan tinggi dengan daya saing global 

ketahanan kesehatan menjadi prasyarat strategis. Tanpa sistem 

kesehatan yang tangguh dan adaptif, bonus demografi berpotensi 

berubah menjadi beban demografi akibat tingginya penyakit tidak 

menular, ketimpangan akses layanan, serta rendahnya kualitas kesehatan 

penduduk usia produktif. 

Ketahanan kesehatan merupakan konsep strategis yang 

menempatkan kesehatan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. 

Ketahanan kesehatan dapat dipahami sebagai kemampuan sistem 

kesehatan dan masyarakat untuk mencegah, mendeteksi, merespons, 

serta pulih dari berbagai ancaman kesehatan secara efektif dan 

berkelanjutan. Ancaman tersebut mencakup penyakit menular dan tidak 
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menular, bencana alam, krisis lingkungan, hingga guncangan sosial dan 

ekonomi. Dalam kerangka pembangunan nasional, ketahanan kesehatan 

tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan tujuan 

pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sosial. 

Dalam perspektif pembangunan, kesehatan memiliki peran 

ganda, yaitu sebagai tujuan dan sebagai sarana. Sebagai tujuan, 

pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat secara adil dan merata. Sebagai sarana, kesehatan 

menjadi prasyarat bagi terciptanya sumber daya manusia yang produktif, 

berdaya saing, dan mampu berkontribusi optimal terhadap 

pembangunan. Oleh karena itu, ketahanan kesehatan tidak hanya diukur 

dari kapasitas layanan kesehatan, tetapi juga dari kemampuan sistem 

nasional dalam menjaga kesinambungan fungsi sosial dan ekonomi 

ketika menghadapi risiko kesehatan. 

Konsep ketahanan kesehatan menekankan pendekatan sistemik 

dan jangka panjang. Sistem kesehatan yang tangguh harus memiliki tata 

kelola yang efektif, pembiayaan yang berkelanjutan, sumber daya 

manusia yang kompeten, serta sistem informasi yang andal. Selain itu, 

ketahanan kesehatan juga mencakup kesiapsiagaan, mitigasi risiko, dan 

kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Dalam konteks 

pembangunan nasional, pendekatan ini menjadi penting karena 

tantangan kesehatan semakin kompleks dan saling terkait dengan faktor 

non-kesehatan, seperti lingkungan, urbanisasi, dan perubahan iklim. 

Ketahanan kesehatan juga erat kaitannya dengan konsep 

pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang tidak memperhatikan 

aspek kesehatan berisiko menimbulkan beban penyakit yang tinggi dan 

menghambat pertumbuhan jangka panjang. Sebaliknya, investasi pada 

ketahanan kesehatan akan memberikan manfaat berlapis, termasuk 
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peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengurangan kemiskinan akibat 

beban biaya kesehatan, serta penguatan kohesi sosial. Dengan demikian, 

ketahanan kesehatan merupakan instrumen strategis untuk memastikan 

bahwa pembangunan nasional berjalan inklusif dan berkelanjutan. 

Dalam konteks Indonesia, ketahanan kesehatan memiliki 

relevansi yang sangat kuat mengingat besarnya jumlah penduduk, 

keragaman geografis, serta dinamika sosial ekonomi yang kompleks. 

Transisi demografi dan epidemiologi yang sedang berlangsung menuntut 

sistem kesehatan yang mampu merespons kebutuhan yang terus 

berubah. Meningkatnya penyakit tidak menular, penuaan penduduk, 

serta kerentanan terhadap bencana alam menegaskan pentingnya 

ketahanan kesehatan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan 

nasional. 

Ketahanan kesehatan dalam pembangunan nasional juga 

menuntut pendekatan lintas sektor. Determinan kesehatan tidak hanya 

berasal dari sektor kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan di 

bidang pendidikan, perumahan, transportasi, ketenagakerjaan, dan 

lingkungan. Oleh karena itu, konsep Health in All Policies menjadi relevan 

untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan 

mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. 

Pendekatan ini memperkuat posisi kesehatan sebagai isu strategis 

nasional, bukan sekadar urusan sektoral. 

Aspek lain yang penting dalam konsep ketahanan kesehatan 

adalah peran masyarakat. Masyarakat yang memiliki literasi kesehatan 

yang baik dan kapasitas untuk berpartisipasi aktif akan memperkuat 

ketahanan sistem secara keseluruhan. Ketahanan kesehatan tidak hanya 

dibangun melalui intervensi dari atas ke bawah, tetapi juga melalui 

pemberdayaan komunitas, penguatan perilaku hidup sehat, dan 
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peningkatan kesadaran kolektif terhadap risiko kesehatan. Dalam 

konteks pembangunan nasional, partisipasi masyarakat menjadi modal 

sosial yang sangat berharga. 

Konsep ketahanan kesehatan juga mencakup dimensi keadilan 

dan pemerataan. Sistem kesehatan yang tangguh harus mampu 

menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk 

kelompok rentan dan wilayah tertinggal. Ketimpangan akses layanan 

kesehatan dapat melemahkan ketahanan nasional secara keseluruhan 

karena menciptakan kerentanan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, 

pemerataan layanan dan sumber daya kesehatan merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berorientasi pada 

keadilan sosial. 

Secara keseluruhan, konsep ketahanan kesehatan dalam 

pembangunan nasional menegaskan bahwa kesehatan adalah investasi 

strategis jangka panjang. Ketahanan kesehatan memperkuat kapasitas 

bangsa dalam menghadapi ketidakpastian, menjaga keberlanjutan 

pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan 

menempatkan ketahanan kesehatan sebagai pilar pembangunan 

nasional, negara dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi, 

kemajuan sosial, dan kesejahteraan masyarakat berjalan secara 

seimbang dan berkelanjutan. 

 

2. Ketahanan Sistem Kesehatan: Dimensi dan Tantangan 

Ketahanan sistem kesehatan mencakup beberapa dimensi utama, 

yaitu tata kelola, pembiayaan, sumber daya manusia kesehatan, sistem 

informasi, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta pelayanan 

kesehatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tantangan 

utama yang dihadapi saat ini adalah ketimpangan antarwilayah, 
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keterbatasan tenaga kesehatan di daerah terpencil, fragmentasi sistem 

informasi, serta ketergantungan pada impor bahan baku farmasi dan alat 

kesehatan. 

Selain itu, transisi epidemiologi yang ditandai dengan 

meningkatnya penyakit tidak menular, penuaan penduduk, dan 

munculnya ancaman penyakit baru menuntut sistem kesehatan yang 

lebih responsif dan berbasis pencegahan. Ketahanan kesehatan tidak lagi 

cukup bertumpu pada pendekatan kuratif, melainkan harus diperkuat 

melalui promotif dan preventif yang terintegrasi lintas sektor. 

Ketahanan sistem kesehatan merupakan kemampuan 

menyeluruh suatu sistem untuk tetap berfungsi secara efektif dalam 

menghadapi berbagai tekanan, guncangan, dan perubahan, baik yang 

bersifat internal maupun eksternal. Ketahanan ini tidak hanya diukur 

dari kapasitas sistem dalam merespons krisis kesehatan, tetapi juga dari 

kemampuannya untuk mempertahankan layanan esensial, beradaptasi 

dengan dinamika kebutuhan masyarakat, serta pulih dan berkembang 

setelah mengalami gangguan. Dalam konteks pembangunan nasional, 

ketahanan sistem kesehatan menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan 

pembangunan manusia dan stabilitas sosial. 

Dimensi ketahanan sistem kesehatan mencakup tata kelola, 

pembiayaan, sumber daya manusia, sistem informasi, ketersediaan obat 

dan alat kesehatan, serta pelayanan kesehatan. Tata kelola yang efektif 

memastikan arah kebijakan yang jelas, koordinasi lintas sektor yang kuat, 

dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Tanpa tata kelola 

yang baik, sistem kesehatan berisiko mengalami fragmentasi dan 

inefisiensi, sehingga melemahkan kemampuannya dalam menghadapi 

tantangan kesehatan yang kompleks. 
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Pembiayaan merupakan dimensi penting lainnya dalam 

ketahanan sistem kesehatan. Sistem pembiayaan yang berkelanjutan dan 

berkeadilan memungkinkan penyediaan layanan kesehatan yang 

bermutu tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. Ketahanan 

pembiayaan menuntut kemampuan negara dalam memobilisasi sumber 

daya keuangan, mengalokasikannya secara efisien, serta melindungi 

masyarakat dari risiko finansial akibat biaya kesehatan. Tanpa dukungan 

pembiayaan yang memadai, sistem kesehatan akan kesulitan 

mempertahankan layanan esensial, terutama dalam situasi krisis. 

Sumber daya manusia kesehatan menjadi dimensi kunci dalam 

ketahanan sistem kesehatan. Tenaga kesehatan yang kompeten, cukup 

jumlahnya, dan terdistribusi secara merata menentukan kualitas dan 

kontinuitas pelayanan kesehatan. Ketahanan sistem sangat bergantung 

pada kapasitas tenaga kesehatan untuk bekerja dalam kondisi tekanan 

tinggi, beradaptasi dengan perubahan, serta mengimplementasikan 

inovasi layanan. Oleh karena itu, investasi berkelanjutan pada 

pendidikan, pelatihan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan merupakan 

bagian integral dari ketahanan sistem. 

Sistem informasi kesehatan juga berperan strategis dalam 

mendukung ketahanan sistem kesehatan. Ketersediaan data yang akurat, 

tepat waktu, dan terintegrasi memungkinkan pengambilan keputusan 

berbasis bukti, pemantauan kinerja sistem, serta deteksi dini terhadap 

risiko kesehatan. Sistem informasi yang lemah akan menghambat 

respons cepat dan memperbesar dampak krisis. Dengan demikian, 

penguatan sistem informasi menjadi prasyarat penting bagi ketahanan 

sistem kesehatan yang adaptif dan responsif. 

Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah ketersediaan obat, 

vaksin, dan alat kesehatan. Ketahanan sistem kesehatan menuntut 
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jaminan rantai pasok yang stabil dan aman, termasuk kemampuan 

produksi dan distribusi dalam negeri. Ketergantungan yang tinggi pada 

impor dapat menjadi titik lemah dalam situasi darurat global. Oleh 

karena itu, penguatan industri kesehatan nasional dan manajemen 

logistik menjadi bagian dari strategi ketahanan sistem kesehatan. 

Pelayanan kesehatan sebagai ujung tombak sistem juga menjadi 

indikator utama ketahanan. Sistem pelayanan yang berorientasi pada 

layanan kesehatan dasar, promotif, dan preventif cenderung lebih 

tangguh dalam jangka panjang. Pelayanan yang mudah diakses, bermutu, 

dan berkesinambungan akan memperkuat kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem kesehatan serta meningkatkan partisipasi dalam upaya 

kesehatan masyarakat. 

Di balik berbagai dimensi tersebut, ketahanan sistem kesehatan 

menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan 

utama adalah ketimpangan akses dan mutu layanan kesehatan 

antarwilayah dan kelompok sosial. Ketimpangan ini tidak hanya 

berdampak pada derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga melemahkan 

kohesi sosial dan stabilitas nasional. Tantangan lain adalah transisi 

epidemiologi yang ditandai oleh meningkatnya penyakit tidak menular 

dan masalah kesehatan kronis yang memerlukan pendekatan jangka 

panjang dan lintas sektor. 

Selain itu, perubahan demografi, seperti penuaan penduduk, 

menambah tekanan pada sistem kesehatan. Kebutuhan layanan 

kesehatan yang lebih kompleks dan berbiaya tinggi menuntut sistem 

yang lebih efisien dan berkelanjutan. Perubahan lingkungan dan iklim 

juga menjadi tantangan serius, karena meningkatkan risiko bencana dan 

penyakit terkait lingkungan. Sistem kesehatan yang tidak adaptif akan 

kesulitan menghadapi dinamika tersebut. 
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Dalam konteks Indonesia, tantangan ketahanan sistem kesehatan 

diperkuat oleh kondisi geografis yang luas dan beragam, serta variasi 

kapasitas daerah. Desentralisasi memberikan peluang inovasi lokal, 

tetapi juga menimbulkan tantangan koordinasi dan pemerataan. Oleh 

karena itu, penguatan ketahanan sistem kesehatan memerlukan 

pendekatan yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi jangka 

panjang. 

Secara keseluruhan, ketahanan sistem kesehatan merupakan 

konsep multidimensional yang menuntut penguatan menyeluruh pada 

seluruh komponen sistem. Dimensi dan tantangan yang ada 

menunjukkan bahwa ketahanan tidak dapat dibangun secara parsial atau 

sektoral. Dengan memperkuat tata kelola, pembiayaan, sumber daya 

manusia, dan pelayanan kesehatan secara terpadu, sistem kesehatan 

nasional akan lebih siap menghadapi tantangan masa kini dan masa 

depan, serta mendukung pencapaian pembangunan nasional yang 

berkelanjutan. 

 

3. Peran Sumber Daya Manusia dalam Ketahanan Kesehatan 

Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) merupakan tulang 

punggung ketahanan kesehatan. Ketersediaan, pemerataan, kompetensi, 

dan kesejahteraan SDMK sangat menentukan kapasitas sistem kesehatan 

dalam menghadapi krisis. Dalam konteks Indonesia Emas 2045, investasi 

pada pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan menjadi krusial, 

termasuk penguatan kompetensi kesehatan masyarakat, manajemen 

bencana kesehatan, serta pemanfaatan teknologi digital. 

Lebih jauh, ketahanan kesehatan juga memerlukan literasi 

kesehatan masyarakat yang memadai. Masyarakat yang memiliki 

pemahaman baik tentang kesehatan akan lebih adaptif terhadap 
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perubahan, patuh terhadap intervensi kesehatan masyarakat, dan 

berperan aktif dalam menjaga kesehatan diri serta lingkungan. 

Sumber daya manusia kesehatan (SDM Kesehatan) memiliki 

peran sentral dalam membangun dan mempertahankan ketahanan 

kesehatan. SDM Kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana 

pelayanan, tetapi juga sebagai penggerak sistem kesehatan yang 

menentukan kualitas, keberlanjutan, dan daya adaptasi sistem dalam 

menghadapi berbagai tantangan. Dalam konteks pembangunan nasional, 

ketahanan kesehatan sangat bergantung pada ketersediaan tenaga 

kesehatan yang kompeten, bermotivasi, dan mampu beradaptasi 

terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta perubahan lingkungan 

strategis. 

Peran SDM Kesehatan dalam ketahanan kesehatan dapat dilihat 

dari kemampuannya dalam menjamin kontinuitas pelayanan kesehatan. 

Dalam situasi normal, tenaga kesehatan berperan menjaga mutu layanan 

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam situasi krisis, peran 

ini menjadi semakin krusial karena tenaga kesehatan berada di garis 

depan respons kesehatan. Ketahanan sistem kesehatan sangat 

ditentukan oleh kapasitas SDM Kesehatan untuk bekerja secara efektif di 

bawah tekanan, mengambil keputusan cepat, serta berkolaborasi lintas 

profesi dan sektor. 

Kompetensi merupakan aspek fundamental dalam peran SDM 

Kesehatan. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis, 

manajerial, dan sosial yang memadai akan lebih mampu memberikan 

layanan yang aman dan bermutu. Dalam konteks ketahanan kesehatan, 

kompetensi tidak hanya mencakup keahlian teknis, tetapi juga 

kemampuan berpikir kritis, komunikasi risiko, serta pemahaman 

terhadap determinan sosial kesehatan. Oleh karena itu, pembangunan 
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kompetensi SDM Kesehatan harus dilakukan secara berkelanjutan 

melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan sistem 

kesehatan. 

Distribusi dan ketersediaan SDM Kesehatan juga memengaruhi 

ketahanan sistem kesehatan. Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan 

antarwilayah dapat menciptakan titik lemah dalam sistem, terutama di 

daerah terpencil dan rentan. Sistem kesehatan yang tangguh menuntut 

pemerataan SDM Kesehatan agar seluruh masyarakat memiliki akses 

yang adil terhadap layanan kesehatan. Pemerataan ini tidak hanya 

berkaitan dengan jumlah tenaga kesehatan, tetapi juga dengan jenis dan 

tingkat kompetensinya sesuai dengan kebutuhan lokal. 

Kesejahteraan dan perlindungan SDM Kesehatan merupakan 

faktor penting dalam menjaga ketahanan kesehatan. Tenaga kesehatan 

yang bekerja dalam kondisi kurang sejahtera dan minim perlindungan 

berisiko mengalami kelelahan, penurunan kinerja, dan bahkan keluar 

dari sistem kesehatan. Kondisi ini dapat melemahkan ketahanan sistem 

secara keseluruhan. Oleh karena itu, sistem remunerasi yang adil, 

jaminan sosial, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja 

menjadi bagian integral dari strategi ketahanan kesehatan. 

Dalam menghadapi tantangan kesehatan yang semakin kompleks, 

peran kepemimpinan SDM Kesehatan menjadi semakin penting. 

Pemimpin kesehatan yang kompeten mampu mengelola sumber daya 

secara efektif, memfasilitasi kolaborasi, dan mendorong inovasi dalam 

pelayanan kesehatan. Kepemimpinan yang kuat juga berperan dalam 

membangun budaya organisasi yang adaptif dan berorientasi pada 

pembelajaran. Dalam konteks ketahanan kesehatan, kepemimpinan 

menjadi kunci dalam memastikan sistem dapat beradaptasi dan pulih 

dari guncangan. 
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Transformasi digital turut mengubah peran SDM Kesehatan 

dalam sistem kesehatan. Pemanfaatan teknologi informasi, telemedicine, 

dan sistem data kesehatan menuntut tenaga kesehatan untuk memiliki 

literasi digital yang memadai. SDM Kesehatan yang mampu 

memanfaatkan teknologi secara optimal akan meningkatkan efisiensi 

dan jangkauan layanan, serta mendukung pengambilan keputusan 

berbasis data. Dengan demikian, literasi digital menjadi bagian penting 

dari kompetensi SDM Kesehatan dalam memperkuat ketahanan sistem. 

Peran SDM Kesehatan juga tidak dapat dilepaskan dari 

keterlibatan masyarakat. Tenaga kesehatan berperan sebagai fasilitator 

dan pendamping masyarakat dalam upaya promotif dan preventif. 

Hubungan yang baik antara tenaga kesehatan dan masyarakat akan 

meningkatkan kepercayaan, kepatuhan terhadap intervensi kesehatan, 

serta partisipasi dalam program kesehatan. Kepercayaan ini merupakan 

modal sosial yang sangat berharga dalam membangun ketahanan 

kesehatan. 

Dalam konteks Indonesia, peran SDM Kesehatan menjadi semakin 

strategis mengingat besarnya populasi dan keragaman kondisi wilayah. 

Tantangan geografis, sosial, dan ekonomi menuntut SDM Kesehatan yang 

tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga sensitif terhadap konteks 

lokal. Oleh karena itu, pembangunan SDM Kesehatan harus diarahkan 

pada penguatan kapasitas adaptif dan integritas profesional. 

Secara keseluruhan, sumber daya manusia merupakan jantung 

dari ketahanan kesehatan. Peran SDM Kesehatan dalam menjamin 

kontinuitas layanan, mendorong adaptasi sistem, dan membangun 

kepercayaan masyarakat menjadikannya faktor penentu keberhasilan 

ketahanan kesehatan. Dengan investasi yang berkelanjutan pada 

kompetensi, kesejahteraan, dan kepemimpinan SDM Kesehatan, sistem 
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kesehatan nasional akan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan 

masa kini dan masa depan, serta mampu mendukung pembangunan 

nasional yang berkelanjutan. 

 

4. Inovasi dan Transformasi Digital Kesehatan 

Transformasi digital merupakan salah satu pilar penting dalam 

memperkuat ketahanan kesehatan. Pemanfaatan sistem informasi 

kesehatan terintegrasi, telemedicine, rekam medis elektronik, serta 

analitik data kesehatan memungkinkan pengambilan keputusan yang 

lebih cepat, akurat, dan berbasis bukti. Digitalisasi juga berperan dalam 

memperluas akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di 

wilayah terpencil dan kepulauan. 

Namun demikian, transformasi digital harus disertai dengan 

penguatan regulasi, perlindungan data pribadi, dan peningkatan 

kapasitas pengguna, baik tenaga kesehatan maupun masyarakat. Tanpa 

tata kelola yang kuat, inovasi digital berpotensi memperlebar 

kesenjangan akses dan menimbulkan risiko keamanan data. 

Inovasi dan transformasi digital kesehatan merupakan pilar 

strategis dalam memperkuat ketahanan sistem kesehatan di era modern. 

Transformasi ini mencakup pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk meningkatkan akses, mutu, efisiensi, dan 

keberlanjutan layanan kesehatan. Dalam konteks pembangunan 

nasional, digitalisasi kesehatan tidak sekadar adopsi teknologi, tetapi 

perubahan menyeluruh pada proses, tata kelola, dan budaya kerja sistem 

kesehatan agar lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat 

dan tantangan masa depan. 
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Transformasi digital kesehatan berangkat dari kebutuhan untuk 

mengatasi keterbatasan struktural sistem kesehatan konvensional. 

Kesenjangan akses layanan, fragmentasi data, serta keterbatasan sumber 

daya menjadi tantangan yang dapat direspons melalui inovasi digital. 

Telemedicine, rekam medis elektronik, sistem rujukan digital, dan 

analitik data kesehatan memungkinkan layanan kesehatan menjangkau 

wilayah yang sebelumnya sulit diakses, sekaligus meningkatkan 

kontinuitas dan koordinasi pelayanan. Dengan demikian, digitalisasi 

berkontribusi langsung pada peningkatan ketahanan sistem kesehatan. 

Salah satu dimensi utama transformasi digital adalah penguatan 

sistem informasi kesehatan terintegrasi. Data yang akurat, lengkap, dan 

real-time menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis bukti. Sistem 

informasi terintegrasi memungkinkan pemantauan kinerja layanan, 

surveilans penyakit, serta perencanaan sumber daya yang lebih tepat 

sasaran. Dalam konteks ketahanan kesehatan, kemampuan untuk 

mendeteksi dini risiko dan merespons cepat sangat bergantung pada 

kualitas sistem data. Oleh karena itu, interoperabilitas dan standarisasi 

data menjadi prasyarat penting dalam transformasi digital. 

Inovasi digital juga mendorong perubahan model pelayanan 

kesehatan. Layanan berbasis digital memungkinkan pergeseran dari 

pelayanan yang berorientasi fasilitas ke pelayanan yang berorientasi 

pasien. Telekonsultasi, pemantauan kesehatan jarak jauh, dan aplikasi 

kesehatan personal mendukung perawatan berkelanjutan dan 

pencegahan penyakit. Model ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan 

dan kepuasan pasien, tetapi juga mengurangi beban fasilitas kesehatan 

dan biaya layanan dalam jangka panjang. Dengan demikian, transformasi 

digital memperkuat efisiensi sistem sekaligus meningkatkan kualitas 

layanan. 
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Dari perspektif sumber daya manusia kesehatan, transformasi 

digital menuntut peningkatan literasi dan kompetensi digital. Tenaga 

kesehatan perlu dibekali kemampuan untuk memanfaatkan teknologi 

secara efektif dan etis dalam praktik pelayanan. Transformasi ini juga 

membuka peluang pengembangan peran baru, seperti analis data 

kesehatan dan spesialis teknologi kesehatan. Penguatan kapasitas SDM 

menjadi kunci agar inovasi digital benar-benar memberikan nilai tambah 

dan tidak menimbulkan resistensi atau kesenjangan kompetensi. 

Transformasi digital kesehatan juga memiliki implikasi signifikan 

terhadap tata kelola dan regulasi. Pemanfaatan teknologi kesehatan 

harus disertai dengan kerangka regulasi yang menjamin keamanan, 

kerahasiaan, dan perlindungan data pribadi. Tanpa tata kelola yang kuat, 

digitalisasi berpotensi menimbulkan risiko kebocoran data, 

penyalahgunaan informasi, dan ketidakpercayaan publik. Oleh karena 

itu, regulasi yang adaptif, penegakan hukum yang konsisten, serta 

mekanisme pengawasan yang efektif menjadi bagian integral dari 

transformasi digital kesehatan. 

Aspek inklusivitas menjadi tantangan sekaligus peluang dalam 

transformasi digital. Kesenjangan digital baik dari sisi infrastruktur, 

akses, maupun literasi dapat memperlebar ketimpangan layanan 

kesehatan jika tidak diantisipasi. Oleh karena itu, strategi transformasi 

digital harus dirancang secara inklusif dengan mempertimbangkan 

kelompok rentan dan wilayah tertinggal. Pendekatan hibrida yang 

mengombinasikan layanan digital dan konvensional dapat menjadi solusi 

untuk memastikan bahwa inovasi digital tidak meninggalkan siapa pun. 

Dalam konteks Indonesia, transformasi digital kesehatan 

memiliki relevansi yang sangat kuat mengingat luasnya wilayah dan 

keragaman kondisi geografis. Digitalisasi berpotensi menjadi pengungkit 
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utama pemerataan akses layanan kesehatan, khususnya bagi daerah 

terpencil dan kepulauan. Namun, keberhasilan transformasi ini sangat 

bergantung pada komitmen kebijakan, investasi infrastruktur, serta 

sinergi lintas sektor antara pemerintah, swasta, akademisi, dan 

masyarakat. 

Inovasi digital juga memperkuat ketahanan sistem kesehatan 

dalam menghadapi krisis. Sistem surveilans digital, pemodelan 

epidemiologi, dan platform komunikasi risiko memungkinkan respons 

yang lebih cepat dan terkoordinasi. Pengalaman berbagai krisis 

kesehatan menunjukkan bahwa negara dengan kapasitas digital yang 

baik mampu memitigasi dampak krisis secara lebih efektif. Oleh karena 

itu, transformasi digital harus diposisikan sebagai bagian dari strategi 

kesiapsiagaan dan ketahanan kesehatan jangka panjang. 

Secara keseluruhan, inovasi dan transformasi digital kesehatan 

merupakan pengungkit penting dalam membangun sistem kesehatan 

yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Transformasi ini tidak hanya 

meningkatkan efisiensi dan mutu layanan, tetapi juga memperkuat 

kapasitas sistem dalam menghadapi ketidakpastian dan perubahan. 

Dengan pendekatan yang terencana, inklusif, dan berlandaskan tata 

kelola yang kuat, transformasi digital kesehatan akan menjadi fondasi 

strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan pencapaian 

ketahanan kesehatan jangka panjang. 

 

5. Ketahanan Kesehatan dan Pendekatan Lintas Sektor 

Ketahanan kesehatan tidak dapat dicapai oleh sektor kesehatan 

semata. Pendekatan Health in All Policies menjadi relevan dalam 

memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan di bidang 

pendidikan, perumahan, transportasi, lingkungan, dan ekonomi 
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mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan. Determinan sosial 

kesehatan seperti kemiskinan, pendidikan, sanitasi, dan lingkungan 

hidup memiliki pengaruh besar terhadap status kesehatan masyarakat. 

Dalam kerangka Indonesia Emas 2045, sinergi lintas sektor dan 

lintas tingkat pemerintahan menjadi kunci. Pemerintah pusat dan daerah 

perlu membangun mekanisme kolaborasi yang efektif, didukung oleh 

partisipasi sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. 

 

6. Implikasi Strategis Menuju Indonesia Emas 2045 

Pembahasan ini menegaskan bahwa ketahanan kesehatan 

merupakan fondasi strategis bagi pencapaian Indonesia Emas 2045. 

Penguatan sistem kesehatan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan 

akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas tenaga 

kerja, penurunan beban pembiayaan kesehatan jangka panjang, serta 

peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Dengan demikian, investasi pada ketahanan kesehatan harus 

diposisikan sebagai investasi pembangunan jangka panjang, bukan 

semata-mata sebagai biaya sektor kesehatan. Kebijakan yang konsisten, 

berbasis bukti, dan berorientasi pada keadilan sosial akan memastikan 

bahwa ketahanan kesehatan benar-benar menjadi pengungkit utama 

menuju Indonesia Emas 2045. 

Implikasi strategis dari penguatan ketahanan kesehatan memiliki 

posisi yang sangat krusial dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. 

Ketahanan kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen 

perlindungan masyarakat dari risiko penyakit dan krisis kesehatan, 

tetapi juga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang 

unggul, produktif, dan berdaya saing global. Oleh karena itu, implikasi 
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strategis ketahanan kesehatan harus dipahami secara luas, lintas sektor, 

dan berorientasi jangka panjang. 

Pertama, implikasi strategis yang paling mendasar adalah 

penempatan kesehatan sebagai investasi pembangunan nasional. 

Menuju tahun 2045, kesehatan tidak lagi dapat dipandang sebagai sektor 

konsumtif, melainkan sebagai prasyarat utama pertumbuhan ekonomi 

berkelanjutan. Penduduk yang sehat memiliki tingkat produktivitas lebih 

tinggi, risiko kehilangan hari kerja lebih rendah, serta kapasitas belajar 

dan berinovasi yang lebih baik. Dengan demikian, penguatan ketahanan 

kesehatan secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas 

sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung Indonesia Emas 

2045. 

Kedua, ketahanan kesehatan berimplikasi pada penguatan daya 

saing nasional. Dalam era globalisasi dan ketidakpastian global, negara 

dengan sistem kesehatan yang tangguh memiliki keunggulan strategis 

dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Sistem kesehatan yang 

mampu merespons krisis secara cepat dan efektif akan meminimalkan 

disrupsi terhadap aktivitas ekonomi dan sosial. Bagi Indonesia, hal ini 

menjadi penting mengingat posisinya sebagai negara dengan populasi 

besar dan peran strategis di kawasan. Ketahanan kesehatan yang kuat 

akan meningkatkan kepercayaan investor dan mitra internasional 

terhadap stabilitas nasional. 

Ketiga, implikasi strategis ketahanan kesehatan berkaitan erat 

dengan pengurangan ketimpangan sosial dan wilayah. Akses terhadap 

layanan kesehatan yang adil dan bermutu merupakan salah satu 

indikator utama pembangunan inklusif. Dengan memperkuat layanan 

kesehatan dasar, pemerataan sumber daya kesehatan, serta pendekatan 

promotif dan preventif berbasis masyarakat, ketahanan kesehatan dapat 
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menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan 

kelompok sosial. Dalam jangka panjang, hal ini mendukung kohesi sosial 

dan stabilitas nasional yang menjadi prasyarat pencapaian visi Indonesia 

Emas 2045. 

Keempat, ketahanan kesehatan memiliki implikasi penting 

terhadap tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik. Pengalaman 

berbagai tantangan kesehatan menunjukkan bahwa kebijakan yang 

terfragmentasi dan sektoral cenderung kurang efektif. Oleh karena itu, 

implikasi strategis menuju 2045 adalah perlunya penguatan tata kelola 

kesehatan yang kolaboratif, berbasis data, dan lintas sektor. Pendekatan 

Health in All Policies menjadi relevan untuk memastikan bahwa setiap 

kebijakan pembangunan mempertimbangkan dampaknya terhadap 

kesehatan masyarakat. Tata kelola yang kuat akan meningkatkan 

efektivitas kebijakan sekaligus memperkuat kepercayaan publik 

terhadap pemerintah. 

Kelima, implikasi strategis ketahanan kesehatan juga menyentuh 

aspek inovasi dan transformasi digital. Pemanfaatan teknologi 

kesehatan, sistem informasi terintegrasi, dan analitik data kesehatan 

tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga mendukung 

pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif. Menuju 2045, 

transformasi digital kesehatan menjadi pengungkit penting dalam 

memperkuat kapasitas adaptif sistem kesehatan. Namun, implikasi 

strategisnya menuntut penguatan regulasi, perlindungan data, serta 

peningkatan literasi digital agar inovasi benar-benar memberikan 

manfaat yang merata dan berkelanjutan. 

Keenam, dari perspektif ketahanan nasional, kesehatan memiliki 

implikasi strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan manusia 

(human security). Ancaman kesehatan, baik yang bersifat biologis, 
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lingkungan, maupun sosial, dapat berkembang menjadi ancaman 

multidimensional apabila tidak ditangani secara sistemik. Ketahanan 

kesehatan yang kuat akan meningkatkan kemampuan negara dalam 

mengantisipasi, merespons, dan pulih dari berbagai guncangan. Dengan 

demikian, kesehatan menjadi bagian integral dari strategi ketahanan 

nasional menuju Indonesia Emas 2045. 

Ketujuh, implikasi strategis lainnya adalah penguatan peran 

masyarakat sebagai mitra pembangunan kesehatan. Masyarakat yang 

berdaya dan memiliki literasi kesehatan yang baik akan menjadi aktor 

kunci dalam menjaga keberlanjutan sistem kesehatan. Partisipasi aktif 

masyarakat dalam upaya promotif dan preventif akan menurunkan 

beban sistem kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas hidup. Dalam 

jangka panjang, hal ini menciptakan budaya hidup sehat yang menjadi 

modal sosial penting bagi pembangunan bangsa. 

Secara keseluruhan, implikasi strategis ketahanan kesehatan 

menuju Indonesia Emas 2045 bersifat multidimensional dan saling 

terkait. Ketahanan kesehatan berperan sebagai pengungkit utama 

pembangunan manusia, penguatan daya saing nasional, pengurangan 

ketimpangan, serta peningkatan kualitas tata kelola dan stabilitas 

nasional. Oleh karena itu, agenda ketahanan kesehatan harus 

diintegrasikan secara konsisten dalam perencanaan pembangunan 

jangka panjang. Dengan komitmen kebijakan yang kuat, pendekatan 

berbasis bukti, dan kolaborasi lintas sektor, ketahanan kesehatan akan 

menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang 

maju, adil, dan berkelanjutan. 
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BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN 

KETAHANAN KESEHATAN 

 

 

1. Penguatan Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan 

Penguatan tata kelola dan pembiayaan kesehatan merupakan 

fondasi utama dalam membangun ketahanan kesehatan yang 

berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Tata kelola yang efektif 

memastikan bahwa seluruh sumber daya kesehatan dikelola secara 

transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik, 

sementara pembiayaan kesehatan yang kuat menjamin keberlanjutan 

layanan kesehatan yang adil, bermutu, dan inklusif bagi seluruh lapisan 

masyarakat. Kedua aspek ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan 

dalam upaya memperkuat sistem kesehatan nasional. 

Tata kelola kesehatan mencakup seperangkat kebijakan, regulasi, 

institusi, serta mekanisme pengambilan keputusan yang mengatur 

bagaimana sistem kesehatan dirancang, diimplementasikan, dan 

dievaluasi. Dalam konteks Indonesia, tantangan tata kelola kesehatan 

masih ditandai oleh fragmentasi kewenangan antara pemerintah pusat 

dan daerah, variasi kapasitas institusional, serta belum optimalnya 

koordinasi lintas sektor. Desentralisasi kesehatan, meskipun 

memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan 

layanan dengan kebutuhan lokal, juga memunculkan disparitas dalam 

perencanaan, penganggaran, dan mutu pelayanan kesehatan 

antarwilayah. 

Penguatan tata kelola kesehatan memerlukan kejelasan peran dan 

tanggung jawab antaraktor, baik di tingkat pusat maupun daerah. 
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Pemerintah pusat berperan dalam penetapan kebijakan makro, standar 

nasional, serta pengawasan dan evaluasi, sementara pemerintah daerah 

bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan dan penyediaan 

layanan kesehatan sesuai konteks lokal. Harmonisasi kebijakan pusat–

daerah menjadi krusial agar tidak terjadi tumpang tindih program, 

inefisiensi anggaran, maupun kesenjangan pelayanan. Selain itu, tata 

kelola yang baik juga menuntut sistem regulasi yang adaptif terhadap 

dinamika kebutuhan kesehatan masyarakat dan perkembangan ilmu 

pengetahuan serta teknologi. 

Aspek penting lain dalam tata kelola kesehatan adalah 

transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan anggaran kesehatan, 

pengadaan obat dan alat kesehatan, serta manajemen sumber daya 

manusia kesehatan harus dilakukan secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Penerapan sistem informasi kesehatan 

terintegrasi berperan strategis dalam mendukung tata kelola yang 

berbasis data dan bukti. Dengan data yang akurat dan real-time, 

pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, 

efisien, dan responsif terhadap perubahan situasi kesehatan, termasuk 

dalam kondisi krisis atau kedaruratan. 

Partisipasi pemangku kepentingan juga merupakan pilar penting 

dalam tata kelola kesehatan. Keterlibatan masyarakat, organisasi profesi, 

akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat meningkatkan 

legitimasi kebijakan serta memastikan bahwa layanan kesehatan benar-

benar menjawab kebutuhan pengguna. Pendekatan kolaboratif ini 

sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan inklusivitas, 

responsivitas, dan keadilan. Dalam jangka panjang, tata kelola kesehatan 

yang partisipatif akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem 

kesehatan nasional. 
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Sejalan dengan tata kelola, pembiayaan kesehatan menjadi 

instrumen kunci dalam menjamin akses layanan kesehatan yang 

berkelanjutan. Pembiayaan kesehatan mencakup mobilisasi, alokasi, dan 

penggunaan sumber daya keuangan untuk mendukung upaya promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tantangan utama pembiayaan 

kesehatan di Indonesia adalah keterbatasan fiskal, meningkatnya beban 

penyakit tidak menular, serta kebutuhan pembiayaan jangka panjang 

akibat penuaan penduduk. Tanpa reformasi pembiayaan yang tepat, 

sistem kesehatan berisiko mengalami tekanan finansial yang dapat 

mengurangi mutu dan cakupan layanan. 

Penguatan pembiayaan kesehatan harus dimulai dari 

peningkatan komitmen anggaran pemerintah terhadap sektor kesehatan. 

Investasi kesehatan perlu dipandang sebagai investasi pembangunan 

sumber daya manusia, bukan semata-mata sebagai pengeluaran rutin. 

Alokasi anggaran yang memadai dan berkelanjutan memungkinkan 

penguatan layanan dasar, peningkatan mutu fasilitas kesehatan, serta 

pengembangan sumber daya manusia kesehatan. Selain itu, 

penganggaran berbasis kinerja dan kebutuhan kesehatan masyarakat 

dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana 

kesehatan. 

Diversifikasi sumber pembiayaan juga menjadi strategi penting 

dalam memperkuat ketahanan pembiayaan kesehatan. Selain pendanaan 

dari anggaran pemerintah, optimalisasi skema asuransi kesehatan, 

kontribusi sektor swasta, serta kemitraan publik–swasta dapat menjadi 

alternatif untuk menutup kesenjangan pembiayaan. Namun, diversifikasi 

ini harus dikelola dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap 

kelompok rentan agar tidak memperlebar kesenjangan akses layanan 

kesehatan. 
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Efisiensi pembiayaan kesehatan merupakan isu krusial yang tidak 

kalah penting dari peningkatan jumlah anggaran. Penggunaan dana 

kesehatan harus diarahkan pada intervensi yang cost-effective dan 

berdampak besar terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat. 

Penguatan layanan promotif dan preventif, misalnya, terbukti dapat 

menurunkan beban pembiayaan jangka panjang akibat penyakit kronis. 

Dengan demikian, reformasi pembiayaan kesehatan perlu menggeser 

orientasi dari kuratif ke pencegahan, tanpa mengabaikan kebutuhan 

layanan rujukan yang bermutu. 

Penguatan tata kelola dan pembiayaan kesehatan juga harus 

memperhatikan aspek keberlanjutan. Perubahan demografi, 

epidemiologi, dan lingkungan menuntut sistem kesehatan yang adaptif 

dan tahan terhadap guncangan. Oleh karena itu, perencanaan 

pembiayaan kesehatan jangka panjang perlu memasukkan analisis risiko 

dan proyeksi kebutuhan kesehatan di masa depan. Pendekatan ini 

memungkinkan sistem kesehatan untuk tetap berfungsi optimal dalam 

menghadapi ketidakpastian, termasuk krisis kesehatan global dan 

bencana alam. 

Secara keseluruhan, penguatan tata kelola dan pembiayaan 

kesehatan merupakan langkah strategis yang menentukan keberhasilan 

pembangunan ketahanan kesehatan menuju Indonesia Emas 2045. Tata 

kelola yang kuat memastikan arah kebijakan yang jelas, koordinasi yang 

efektif, serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Sementara 

itu, pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan dan berkeadilan 

menjamin tersedianya layanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh 

masyarakat. Sinergi antara tata kelola dan pembiayaan yang solid akan 

menjadi pengungkit utama dalam mewujudkan sistem kesehatan 

nasional yang tangguh, inklusif, dan berorientasi pada masa depan. 
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2. Pembangunan SDM Kesehatan yang Berkelanjutan 

Pembangunan sumber daya manusia kesehatan (SDM Kesehatan) 

yang berkelanjutan merupakan elemen strategis dalam memperkuat 

ketahanan sistem kesehatan menuju Indonesia Emas 2045. SDM 

Kesehatan tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana layanan kesehatan, 

tetapi sebagai agen perubahan yang menentukan mutu, efektivitas, dan 

keberlanjutan sistem kesehatan nasional. Tanpa dukungan tenaga 

kesehatan yang kompeten, merata, dan adaptif terhadap perubahan, 

investasi pada infrastruktur, teknologi, dan pembiayaan kesehatan tidak 

akan memberikan dampak optimal. 

Dalam konteks Indonesia, pembangunan SDM Kesehatan 

menghadapi tantangan multidimensional, mulai dari ketimpangan 

distribusi tenaga kesehatan antarwilayah, keterbatasan kompetensi 

tertentu, hingga isu kesejahteraan dan retensi tenaga kesehatan. Kondisi 

geografis yang luas dan beragam, disertai perbedaan kapasitas fiskal 

daerah, menyebabkan konsentrasi tenaga kesehatan masih terkumpul di 

wilayah perkotaan dan pusat-pusat ekonomi. Akibatnya, masyarakat di 

daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sering kali mengalami 

keterbatasan akses terhadap tenaga kesehatan yang memadai. 

Pembangunan SDM Kesehatan yang berkelanjutan harus dimulai 

dari perencanaan yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat. 

Perencanaan tenaga kesehatan tidak dapat dilakukan secara sektoral dan 

jangka pendek, melainkan memerlukan pendekatan sistemik yang 

mempertimbangkan proyeksi demografi, transisi epidemiologi, 

perkembangan teknologi, serta dinamika beban penyakit. Dengan 

perencanaan yang tepat, ketersediaan jenis dan jumlah tenaga kesehatan 
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dapat disesuaikan dengan kebutuhan layanan kesehatan di masa kini dan 

masa depan. 

Aspek pendidikan dan pelatihan merupakan fondasi utama dalam 

pembangunan SDM Kesehatan. Institusi pendidikan kesehatan dituntut 

untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi 

klinis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, komunikasi efektif, kerja 

interprofesional, serta pemahaman terhadap determinan sosial 

kesehatan. Kurikulum pendidikan kesehatan perlu diselaraskan dengan 

kebutuhan sistem kesehatan, termasuk penguatan kompetensi promotif 

dan preventif, kesehatan masyarakat, manajemen layanan kesehatan, 

serta kesiapsiagaan bencana dan kedaruratan kesehatan. 

Selain pendidikan dasar, pengembangan profesional 

berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga relevansi dan mutu SDM 

Kesehatan. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi medis, dan 

sistem informasi kesehatan menuntut tenaga kesehatan untuk terus 

memperbarui kompetensi mereka. Oleh karena itu, sistem pelatihan 

berkelanjutan yang terstruktur, terakreditasi, dan mudah diakses perlu 

diperkuat. Dukungan kebijakan dan pembiayaan untuk pendidikan 

berkelanjutan akan memastikan bahwa tenaga kesehatan mampu 

beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan kualitas layanan 

secara konsisten. 

Pemerataan distribusi SDM Kesehatan merupakan isu strategis 

yang tidak dapat diabaikan. Berbagai kebijakan afirmatif, seperti 

penempatan wajib, insentif finansial dan nonfinansial, serta 

pengembangan fasilitas pendukung di daerah terpencil, perlu dirancang 

secara komprehensif dan berkelanjutan. Namun, kebijakan pemerataan 

tidak cukup hanya bersifat penugasan, melainkan harus disertai dengan 

upaya menciptakan lingkungan kerja yang layak, aman, dan mendukung 
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pengembangan karier tenaga kesehatan. Tanpa pendekatan yang holistik, 

upaya pemerataan berisiko tidak berkelanjutan karena tingginya tingkat 

rotasi dan rendahnya retensi tenaga kesehatan di daerah prioritas. 

Kesejahteraan dan perlindungan tenaga kesehatan juga 

merupakan bagian integral dari pembangunan SDM Kesehatan yang 

berkelanjutan. Tenaga kesehatan yang bekerja dalam kondisi kurang 

sejahtera, beban kerja berlebihan, dan minim perlindungan akan 

mengalami penurunan motivasi dan kinerja. Oleh karena itu, sistem 

remunerasi yang adil, jaminan sosial, perlindungan hukum, serta 

dukungan kesehatan dan keselamatan kerja perlu diperkuat. Investasi 

pada kesejahteraan tenaga kesehatan bukan hanya bentuk penghargaan, 

tetapi juga strategi untuk menjaga stabilitas dan kualitas sistem 

kesehatan. 

Dalam menghadapi tantangan masa depan, pembangunan SDM 

Kesehatan juga harus diarahkan pada penguatan kapasitas 

kepemimpinan dan manajerial. Sistem kesehatan yang kompleks 

memerlukan pemimpin kesehatan yang mampu mengambil keputusan 

berbasis data, mengelola sumber daya secara efektif, serta membangun 

kolaborasi lintas sektor. Pengembangan kepemimpinan kesehatan, baik 

di tingkat fasilitas pelayanan maupun pemerintahan, menjadi krusial 

untuk memastikan implementasi kebijakan kesehatan berjalan efektif 

dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Transformasi digital kesehatan turut mengubah profil 

kompetensi SDM Kesehatan. Pemanfaatan teknologi informasi, 

telemedicine, rekam medis elektronik, dan analitik data menuntut tenaga 

kesehatan untuk memiliki literasi digital yang memadai. Oleh karena itu, 

pembangunan SDM Kesehatan harus mengintegrasikan penguasaan 

teknologi digital sebagai bagian dari kompetensi inti. Pendekatan ini 
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tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga memperluas 

jangkauan pelayanan kesehatan, khususnya bagi wilayah dengan 

keterbatasan akses fisik. 

Keberlanjutan pembangunan SDM Kesehatan juga bergantung 

pada sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, organisasi profesi, 

dan sektor swasta. Kolaborasi ini penting untuk memastikan keselarasan 

antara kebutuhan sistem kesehatan dan kapasitas produksi tenaga 

kesehatan. Peran organisasi profesi, misalnya, sangat strategis dalam 

menjaga standar kompetensi, etika profesi, serta pengembangan karier 

anggotanya. Sementara itu, sektor swasta dapat berkontribusi melalui 

inovasi, pelatihan, dan penyediaan lapangan kerja yang mendukung 

peningkatan mutu SDM Kesehatan. 

Secara keseluruhan, pembangunan SDM Kesehatan yang 

berkelanjutan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan 

keberhasilan ketahanan kesehatan nasional. Dengan perencanaan yang 

matang, pendidikan dan pelatihan yang relevan, pemerataan distribusi, 

serta perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan, sistem 

kesehatan Indonesia akan memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi 

tantangan masa depan. Dalam kerangka Indonesia Emas 2045, SDM 

Kesehatan yang unggul, adaptif, dan berintegritas akan menjadi 

penggerak utama tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya dan berkeadilan. 

Pembangunan sumber daya manusia kesehatan (SDM Kesehatan) 

yang berkelanjutan merupakan pilar strategis dalam mewujudkan 

ketahanan sistem kesehatan menuju Indonesia Emas 2045. SDM 

Kesehatan berperan sebagai penggerak utama pelayanan kesehatan, 

penentu mutu layanan, serta aktor kunci dalam implementasi kebijakan 

kesehatan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan kesehatan 
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nasional sangat ditentukan oleh ketersediaan tenaga kesehatan yang 

kompeten, merata, dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan 

masyarakat. 

Dalam konteks Indonesia, tantangan utama pembangunan SDM 

Kesehatan meliputi ketimpangan distribusi tenaga kesehatan 

antarwilayah, variasi kompetensi, serta keterbatasan sistem 

pengembangan karier yang berkelanjutan. Konsentrasi tenaga kesehatan 

di wilayah perkotaan dan pusat ekonomi masih relatif tinggi, sementara 

daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan mengalami kekurangan 

tenaga kesehatan. Ketimpangan ini berdampak langsung pada akses dan 

mutu pelayanan kesehatan, serta berpotensi memperlebar kesenjangan 

kesehatan antarwilayah. 

Pembangunan SDM Kesehatan yang berkelanjutan harus diawali 

dengan perencanaan tenaga kesehatan yang berbasis kebutuhan dan 

proyeksi jangka panjang. Perencanaan ini perlu mempertimbangkan 

dinamika demografi, transisi epidemiologi, serta perkembangan 

teknologi kesehatan. Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah 

dapat memastikan bahwa jenis, jumlah, dan kompetensi tenaga 

kesehatan yang diproduksi selaras dengan kebutuhan sistem kesehatan 

di masa depan. Perencanaan yang terintegrasi juga memungkinkan 

alokasi sumber daya yang lebih efisien dan berkeadilan. 

Aspek pendidikan dan pelatihan menjadi fondasi utama dalam 

pembangunan SDM Kesehatan. Institusi pendidikan kesehatan dituntut 

untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi 

teknis, tetapi juga kemampuan komunikasi, kerja tim interprofesional, 

serta pemahaman terhadap determinan sosial kesehatan. Kurikulum 

pendidikan kesehatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan layanan 

kesehatan yang berorientasi pada promotif dan preventif, tanpa 
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mengabaikan kompetensi klinis yang esensial. Selain itu, integrasi 

teknologi digital dalam proses pendidikan menjadi semakin penting 

untuk mempersiapkan tenaga kesehatan menghadapi transformasi 

sistem kesehatan. 

Pengembangan profesional berkelanjutan merupakan komponen 

penting dalam menjaga kualitas dan relevansi SDM Kesehatan. 

Perubahan cepat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut 

tenaga kesehatan untuk terus memperbarui kompetensinya. Oleh karena 

itu, sistem pelatihan berkelanjutan yang terstruktur dan terakreditasi 

perlu diperkuat, baik melalui pelatihan tatap muka maupun 

pembelajaran daring. Dukungan kebijakan dan pembiayaan untuk 

pengembangan profesional berkelanjutan akan meningkatkan motivasi 

tenaga kesehatan sekaligus mutu pelayanan kesehatan. 

Pemerataan distribusi SDM Kesehatan memerlukan kebijakan 

afirmatif yang komprehensif dan berkelanjutan. Insentif finansial dan 

nonfinansial, jaminan pengembangan karier, serta penyediaan fasilitas 

kerja yang layak menjadi faktor penentu keberhasilan pemerataan. 

Kebijakan penempatan tenaga kesehatan di daerah prioritas harus 

disertai dengan dukungan lingkungan kerja yang aman dan mendukung 

kesejahteraan. Tanpa pendekatan yang holistik, upaya pemerataan 

berisiko tidak berkelanjutan dan hanya bersifat sementara. 

Kesejahteraan dan perlindungan tenaga kesehatan juga 

merupakan bagian integral dari pembangunan SDM Kesehatan yang 

berkelanjutan. Tenaga kesehatan yang sejahtera dan terlindungi akan 

memiliki motivasi dan kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu, sistem 

remunerasi yang adil, jaminan sosial, serta perlindungan hukum perlu 

diperkuat. Investasi pada kesejahteraan tenaga kesehatan bukan hanya 
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bentuk penghargaan, tetapi juga strategi untuk menjaga stabilitas sistem 

kesehatan dan mencegah kehilangan tenaga kesehatan yang berkualitas. 

Dalam menghadapi tantangan masa depan, pembangunan SDM 

Kesehatan juga harus diarahkan pada penguatan kapasitas 

kepemimpinan dan manajerial. Sistem kesehatan yang kompleks 

membutuhkan pemimpin yang mampu mengelola sumber daya secara 

efektif, mengambil keputusan berbasis data, serta membangun 

kolaborasi lintas sektor. Pengembangan kepemimpinan kesehatan 

menjadi krusial untuk memastikan bahwa kebijakan dan program 

kesehatan dapat diimplementasikan secara konsisten dan adaptif. 

Secara keseluruhan, pembangunan SDM Kesehatan yang 

berkelanjutan merupakan investasi strategis jangka panjang menuju 

Indonesia Emas 2045. Dengan perencanaan berbasis kebutuhan, 

pendidikan dan pelatihan yang relevan, pemerataan distribusi, serta 

perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan, sistem kesehatan 

nasional akan memiliki fondasi yang kuat. SDM Kesehatan yang unggul, 

adaptif, dan berintegritas akan menjadi penggerak utama tercapainya 

derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, adil, dan berkelanjutan. 

 

3. Penguatan Promotif dan Preventif Berbasis Masyarakat 

Penguatan upaya promotif dan preventif berbasis masyarakat 

merupakan strategi kunci dalam membangun ketahanan kesehatan yang 

berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Pendekatan ini 

menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan 

kesehatan, bukan semata-mata sebagai penerima layanan. Dengan 

memperkuat kapasitas individu, keluarga, dan komunitas untuk menjaga 

dan meningkatkan kesehatan, sistem kesehatan nasional dapat 
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mengurangi ketergantungan pada layanan kuratif yang berbiaya tinggi 

sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. 

Dalam konteks Indonesia, beban kesehatan masyarakat semakin 

dipengaruhi oleh determinan sosial, perilaku hidup, dan lingkungan. 

Transisi epidemiologi yang ditandai oleh meningkatnya penyakit tidak 

menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular 

menunjukkan bahwa faktor gaya hidup, pola makan, aktivitas fisik, dan 

kesehatan mental memegang peranan besar. Kondisi ini menegaskan 

bahwa penguatan layanan kuratif saja tidak cukup; diperlukan 

transformasi paradigma menuju pencegahan dan promosi kesehatan 

yang berkelanjutan dan berakar pada komunitas. 

Upaya promotif dan preventif berbasis masyarakat bertujuan 

untuk meningkatkan literasi kesehatan, membentuk perilaku hidup 

sehat, serta menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan. 

Literasi kesehatan menjadi fondasi utama, karena masyarakat yang 

memiliki pemahaman memadai tentang kesehatan akan lebih mampu 

membuat keputusan yang tepat, memanfaatkan layanan kesehatan 

secara rasional, dan berpartisipasi aktif dalam program kesehatan. Oleh 

karena itu, intervensi promotif harus dirancang dengan pendekatan 

komunikasi yang kontekstual, inklusif, dan sensitif terhadap budaya 

lokal. 

Penguatan promotif dan preventif juga memerlukan 

pemberdayaan komunitas secara sistematis. Pemberdayaan ini 

mencakup peningkatan kapasitas kader kesehatan, tokoh masyarakat, 

dan organisasi lokal dalam merencanakan, melaksanakan, serta 

memantau kegiatan kesehatan. Keterlibatan aktor lokal memungkinkan 

program kesehatan lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik 

masyarakat dan meningkatkan rasa kepemilikan (ownership). Dengan 
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demikian, keberlanjutan program tidak semata bergantung pada 

dukungan eksternal, tetapi tumbuh dari komitmen komunitas itu sendiri. 

Lingkungan sosial dan fisik memiliki pengaruh signifikan 

terhadap perilaku kesehatan. Oleh karena itu, penguatan promotif dan 

preventif harus diarahkan pada penciptaan lingkungan yang kondusif 

bagi hidup sehat. Upaya ini meliputi penyediaan akses air bersih dan 

sanitasi, ruang terbuka hijau, fasilitas aktivitas fisik, serta kebijakan lokal 

yang mendukung pola hidup sehat. Pendekatan berbasis masyarakat 

memungkinkan identifikasi masalah lingkungan secara partisipatif dan 

mendorong solusi yang realistis serta berkelanjutan. 

Promosi kesehatan berbasis masyarakat juga berperan penting 

dalam pencegahan faktor risiko sejak dini, khususnya pada kelompok 

usia anak dan remaja. Intervensi pada fase kehidupan ini memberikan 

dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. 

Pendidikan kesehatan di lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas 

dapat membentuk kebiasaan sehat yang bertahan hingga dewasa. 

Dengan demikian, investasi pada promotif dan preventif tidak hanya 

berdampak pada penurunan beban penyakit, tetapi juga pada 

peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa di masa depan. 

Selain penyakit tidak menular, pendekatan preventif berbasis 

masyarakat tetap relevan dalam pengendalian penyakit menular dan 

kesiapsiagaan terhadap krisis kesehatan. Peran masyarakat dalam 

surveilans berbasis komunitas, deteksi dini, dan kepatuhan terhadap 

intervensi kesehatan masyarakat terbukti krusial dalam menghadapi 

ancaman kesehatan. Masyarakat yang teredukasi dan terorganisasi 

dengan baik akan lebih cepat merespons risiko kesehatan dan 

berkontribusi pada upaya mitigasi secara kolektif. 
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Penguatan promotif dan preventif berbasis masyarakat juga harus 

didukung oleh kebijakan dan pembiayaan yang memadai. Selama ini, 

alokasi anggaran kesehatan cenderung lebih besar pada layanan kuratif, 

sementara upaya promotif dan preventif sering kali kurang mendapatkan 

prioritas. Untuk mencapai ketahanan kesehatan jangka panjang, 

diperlukan reorientasi kebijakan dan penganggaran yang menempatkan 

pencegahan sebagai investasi strategis. Penganggaran berbasis kinerja 

dan dampak kesehatan dapat menjadi instrumen untuk memastikan 

efektivitas penggunaan sumber daya pada program promotif dan 

preventif. 

Integrasi lintas sektor menjadi prasyarat keberhasilan 

pendekatan berbasis masyarakat. Faktor-faktor yang memengaruhi 

kesehatan seperti pendidikan, perumahan, transportasi, dan lingkungan 

berada di luar sektor kesehatan. Oleh karena itu, penguatan promotif dan 

preventif memerlukan kolaborasi erat antarinstansi dan pemangku 

kepentingan. Pendekatan lintas sektor memungkinkan intervensi yang 

lebih komprehensif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kohesi 

sosial dalam pembangunan kesehatan. 

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat 

meningkatkan efektivitas promosi dan pencegahan berbasis masyarakat. 

Media digital, aplikasi kesehatan, dan platform komunitas daring 

memungkinkan penyebaran informasi kesehatan secara luas dan cepat. 

Namun, pemanfaatan teknologi harus disertai dengan upaya mengatasi 

kesenjangan digital agar tidak menimbulkan eksklusi bagi kelompok 

rentan. Pendekatan hibrida yang mengombinasikan metode 

konvensional dan digital dapat menjadi solusi yang lebih inklusif. 

Evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan merupakan bagian 

penting dari penguatan promotif dan preventif berbasis masyarakat. 
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Program yang efektif harus didukung oleh sistem pemantauan dan 

evaluasi yang partisipatif, sehingga masyarakat dapat terlibat dalam 

menilai capaian dan tantangan. Pembelajaran dari praktik baik di tingkat 

lokal dapat direplikasi dan disesuaikan di wilayah lain, memperkuat 

skala dampak secara nasional Secara keseluruhan, penguatan promotif 

dan preventif berbasis masyarakat merupakan pilar strategis dalam 

membangun ketahanan kesehatan menuju Indonesia Emas 2045. 

Pendekatan ini tidak hanya menurunkan beban penyakit dan 

pembiayaan kesehatan, tetapi juga memperkuat kemandirian dan 

ketangguhan masyarakat. Dengan menempatkan masyarakat sebagai 

mitra utama, sistem kesehatan nasional akan lebih adaptif, inklusif, dan 

berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan kesehatan masa kini 

dan masa depan secara efektif. 

 

4. Sinergi Pemerintah, Swasta, Akademisi, dan Masyarakat 

Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan 

masyarakat merupakan prasyarat strategis dalam memperkuat 

ketahanan kesehatan nasional menuju Indonesia Emas 2045. 

Kompleksitas tantangan kesehatan saat ini mulai dari transisi 

epidemiologi, ketimpangan akses layanan, hingga ancaman krisis 

kesehatan tidak dapat ditangani secara efektif oleh satu aktor saja. Oleh 

karena itu, kolaborasi multipihak menjadi pendekatan yang relevan 

untuk mengoptimalkan sumber daya, pengetahuan, dan inovasi demi 

mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 

Dalam konteks Indonesia, pemerintah memiliki peran sentral 

sebagai regulator, fasilitator, dan penjamin kepentingan publik. 

Pemerintah bertanggung jawab menetapkan arah kebijakan kesehatan, 

standar pelayanan, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. 
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Namun, peran pemerintah akan lebih efektif apabila didukung oleh 

kontribusi aktif dari sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Sinergi 

ini memungkinkan pembagian peran yang jelas, saling melengkapi, dan 

berorientasi pada hasil yang berkelanjutan. 

Sektor swasta memiliki potensi besar dalam mendukung 

pembangunan kesehatan melalui investasi, inovasi teknologi, dan 

efisiensi manajerial. Keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan 

layanan kesehatan, pengembangan farmasi dan alat kesehatan, serta 

transformasi digital dapat memperluas kapasitas sistem kesehatan 

nasional. Kemitraan publik–swasta yang dirancang dengan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial dapat menjadi instrumen 

strategis untuk mempercepat pencapaian tujuan kesehatan tanpa 

mengorbankan akses bagi kelompok rentan. Namun demikian, sinergi 

dengan sektor swasta harus diatur secara cermat agar tetap sejalan 

dengan kepentingan publik dan tidak menimbulkan komersialisasi 

berlebihan dalam layanan kesehatan. 

Akademisi memegang peran penting sebagai penghasil 

pengetahuan, inovasi, dan sumber daya manusia unggul di bidang 

kesehatan. Melalui penelitian dan pengembangan, institusi akademik 

dapat menyediakan bukti ilmiah yang menjadi dasar perumusan 

kebijakan kesehatan yang efektif dan berbasis data. Selain itu, akademisi 

berperan dalam pengembangan kapasitas tenaga kesehatan melalui 

pendidikan dan pelatihan, serta dalam evaluasi program kesehatan 

untuk memastikan kualitas dan dampaknya. Sinergi antara akademisi 

dan pembuat kebijakan perlu diperkuat agar hasil penelitian dapat 

diterjemahkan secara efektif ke dalam kebijakan dan praktik kesehatan. 

Masyarakat merupakan aktor kunci sekaligus penerima manfaat 

utama dari sistem kesehatan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, 
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pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan akan meningkatkan 

relevansi, efektivitas, dan keberlanjutan intervensi. Masyarakat yang 

terlibat secara aktif cenderung memiliki rasa kepemilikan yang lebih 

tinggi terhadap program kesehatan, sehingga mendorong perubahan 

perilaku dan kepatuhan terhadap upaya promotif dan preventif. Dalam 

konteks ini, pemberdayaan masyarakat tidak hanya bersifat 

instrumental, tetapi juga normatif sebagai wujud demokratisasi 

pembangunan kesehatan. 

Sinergi multipihak memerlukan mekanisme koordinasi yang jelas 

dan efektif. Tanpa kerangka koordinasi yang kuat, kolaborasi berisiko 

menjadi parsial dan tidak berkelanjutan. Pemerintah berperan dalam 

membangun platform kolaborasi, baik melalui regulasi, forum kemitraan, 

maupun skema insentif yang mendorong keterlibatan aktor non-

pemerintah. Kejelasan peran, pembagian tanggung jawab, serta 

mekanisme pengambilan keputusan bersama menjadi faktor kunci 

keberhasilan sinergi. 

Kepercayaan (trust) merupakan modal sosial yang sangat penting 

dalam membangun sinergi. Hubungan yang dilandasi kepercayaan 

memungkinkan pertukaran informasi, pengetahuan, dan sumber daya 

secara lebih terbuka dan efektif. Oleh karena itu, transparansi dan 

akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap bentuk 

kolaborasi. Praktik tata kelola yang baik akan memperkuat kepercayaan 

antaraktor dan meningkatkan legitimasi kebijakan serta program 

kesehatan di mata publik. 

Dalam menghadapi tantangan kesehatan global dan krisis, sinergi 

multipihak menjadi semakin relevan. Pengalaman berbagai krisis 

kesehatan menunjukkan bahwa respons yang cepat dan terkoordinasi 

hanya dapat dicapai melalui kerja sama lintas sektor. Peran akademisi 
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dalam menyediakan analisis ilmiah, sektor swasta dalam memastikan 

ketersediaan logistik dan inovasi, serta masyarakat dalam mendukung 

implementasi kebijakan sangat menentukan efektivitas respons 

kesehatan. Sinergi ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif 

dalam membangun kesiapsiagaan sistem kesehatan. 

Transformasi digital membuka peluang baru untuk memperkuat 

sinergi antaraktor. Platform digital memungkinkan kolaborasi yang lebih 

intensif, pertukaran data secara real-time, serta pelibatan masyarakat 

dalam skala yang lebih luas. Namun, pemanfaatan teknologi juga 

menuntut penguatan regulasi dan kapasitas agar kolaborasi digital 

berjalan aman, inklusif, dan beretika. Sinergi berbasis teknologi harus 

dirancang untuk mendukung tujuan kesehatan masyarakat, bukan 

sekadar efisiensi teknis. 

Keberlanjutan sinergi multipihak sangat bergantung pada 

keselarasan visi dan kepentingan. Indonesia Emas 2045 sebagai visi 

bersama dapat menjadi titik temu yang menyatukan berbagai aktor 

dalam agenda pembangunan kesehatan. Dengan visi yang jelas dan 

komitmen jangka panjang, sinergi pemerintah, swasta, akademisi, dan 

masyarakat dapat diarahkan secara konsisten dan terukur. Evaluasi 

berkala terhadap capaian dan tantangan sinergi juga diperlukan untuk 

memastikan relevansi dan efektivitas kolaborasi. 

Secara keseluruhan, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, 

akademisi, dan masyarakat merupakan pilar penting dalam membangun 

ketahanan kesehatan nasional. Kolaborasi yang terstruktur, transparan, 

dan berorientasi pada kepentingan publik akan memperkuat kapasitas 

sistem kesehatan dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa 

depan. Dalam kerangka Indonesia Emas 2045, sinergi multipihak bukan 
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hanya pilihan strategis, tetapi kebutuhan mendasar untuk mewujudkan 

sistem kesehatan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. 

Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan 

masyarakat merupakan elemen strategis dalam memperkuat ketahanan 

kesehatan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Tantangan kesehatan 

yang semakin kompleks mulai dari transisi epidemiologi, ketimpangan 

akses layanan, hingga ancaman krisis kesehatan menuntut pendekatan 

kolaboratif yang melampaui batas sektor. Kolaborasi multipihak 

memungkinkan optimalisasi sumber daya, pengetahuan, dan inovasi 

untuk mencapai tujuan kesehatan yang berkelanjutan dan berkeadilan. 

Dalam konteks Indonesia, pemerintah memiliki peran sentral 

sebagai pengarah kebijakan, regulator, dan penjamin kepentingan publik. 

Pemerintah menetapkan visi, standar, serta kerangka regulasi yang 

menjadi acuan bagi seluruh aktor dalam sistem kesehatan. Namun, 

kapasitas pemerintah akan lebih efektif apabila didukung oleh kontribusi 

sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Sinergi ini memungkinkan 

pembagian peran yang saling melengkapi dan memperkuat 

implementasi kebijakan kesehatan di lapangan. 

Sektor swasta memiliki potensi signifikan dalam mendukung 

pembangunan kesehatan melalui investasi, inovasi, dan efisiensi 

manajerial. Keterlibatan swasta dalam pengembangan layanan 

kesehatan, teknologi medis, farmasi, dan sistem digital dapat 

memperluas kapasitas sistem kesehatan nasional. Kemitraan publik–

swasta yang dirancang secara transparan dan akuntabel dapat 

mempercepat pencapaian tujuan kesehatan, terutama dalam konteks 

keterbatasan sumber daya publik. Namun, sinergi dengan sektor swasta 

harus dikelola dengan prinsip keadilan sosial agar tidak menimbulkan 

eksklusi atau komersialisasi berlebihan dalam pelayanan kesehatan. 
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Akademisi berperan penting sebagai penghasil pengetahuan, 

inovasi, dan sumber daya manusia kesehatan. Melalui penelitian dan 

pengembangan, institusi akademik menyediakan bukti ilmiah yang 

menjadi dasar perumusan kebijakan kesehatan yang efektif dan berbasis 

data. Akademisi juga berperan dalam pendidikan dan pelatihan tenaga 

kesehatan, serta dalam evaluasi program kesehatan untuk memastikan 

mutu dan dampak intervensi. Sinergi antara akademisi dan pembuat 

kebijakan perlu diperkuat agar hasil penelitian dapat diterjemahkan 

secara efektif ke dalam kebijakan dan praktik kesehatan. 

Masyarakat merupakan aktor kunci sekaligus penerima manfaat 

utama dari sistem kesehatan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan akan meningkatkan 

relevansi dan keberlanjutan intervensi. Masyarakat yang terlibat aktif 

cenderung memiliki rasa kepemilikan yang lebih tinggi terhadap 

program kesehatan, sehingga mendorong perubahan perilaku dan 

kepatuhan terhadap upaya promotif dan preventif. Pemberdayaan 

masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem 

kesehatan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. 

Sinergi multipihak membutuhkan mekanisme koordinasi yang 

jelas dan efektif. Tanpa koordinasi yang baik, kolaborasi berisiko menjadi 

fragmentaris dan tidak berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran 

strategis dalam membangun platform kolaborasi, baik melalui forum 

kemitraan, kebijakan insentif, maupun regulasi yang mendukung kerja 

sama lintas sektor. Kejelasan peran dan tanggung jawab, serta 

mekanisme pengambilan keputusan yang transparan, menjadi kunci 

keberhasilan sinergi. 

Kepercayaan dan akuntabilitas merupakan prasyarat penting 

dalam membangun sinergi yang berkelanjutan. Hubungan antaraktor 
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yang dilandasi kepercayaan memungkinkan pertukaran informasi dan 

sumber daya secara lebih terbuka dan efektif. Oleh karena itu, praktik 

tata kelola yang baik harus menjadi prinsip utama dalam setiap bentuk 

kolaborasi. Transparansi dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi 

program kesehatan akan meningkatkan legitimasi kebijakan dan 

memperkuat dukungan publik. 

Dalam menghadapi tantangan kesehatan masa depan, sinergi 

pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi semakin 

relevan. Transformasi digital, perubahan iklim, dan dinamika sosial 

menuntut respons kesehatan yang adaptif dan inovatif. Kolaborasi 

multipihak memungkinkan pengembangan solusi yang lebih 

komprehensif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kapasitas 

sistem kesehatan dalam menghadapi ketidakpastian. 

Secara keseluruhan, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, 

akademisi, dan masyarakat merupakan pilar penting dalam membangun 

ketahanan kesehatan menuju Indonesia Emas 2045. Kolaborasi yang 

terstruktur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik akan 

memperkuat sistem kesehatan nasional dan memastikan keberlanjutan 

pembangunan kesehatan. Dengan sinergi yang kuat, sistem kesehatan 

Indonesia akan lebih mampu melindungi, melayani, dan memberdayakan 

seluruh masyarakat secara adil dan berkelanjutan. 

 

5. Roadmap Ketahanan Kesehatan Menuju 2045 

Roadmap ketahanan kesehatan menuju 2045 merupakan 

kerangka strategis jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil 

penelitian, bukti empiris, dan analisis tren kesehatan nasional maupun 

global. Roadmap ini berfungsi sebagai panduan arah pembangunan 

sistem kesehatan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan dalam rangka 
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mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Berbeda dengan 

perencanaan jangka pendek yang bersifat responsif, roadmap ketahanan 

kesehatan menekankan kesinambungan kebijakan, integrasi lintas 

sektor, serta kemampuan sistem kesehatan untuk mengantisipasi dan 

merespons risiko kesehatan di masa depan. 

Hasil-hasil penelitian kesehatan menunjukkan bahwa ketahanan 

kesehatan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor struktural, 

institusional, dan sosial. Penelitian tentang sistem kesehatan 

mengindikasikan bahwa negara dengan tata kelola yang kuat, 

pembiayaan berkelanjutan, sumber daya manusia yang kompeten, serta 

keterlibatan masyarakat yang tinggi memiliki kemampuan lebih baik 

dalam menghadapi krisis kesehatan dan menjaga keberlanjutan layanan. 

Oleh karena itu, roadmap ketahanan kesehatan menuju 2045 harus 

dibangun di atas fondasi ilmiah yang kuat dan kontekstual dengan 

dinamika pembangunan di Indonesia. 

Tahap awal roadmap ketahanan kesehatan difokuskan pada 

penguatan fondasi sistem kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ketimpangan akses dan mutu layanan kesehatan masih menjadi 

tantangan utama. Oleh sebab itu, prioritas jangka menengah diarahkan 

pada penguatan layanan kesehatan dasar, peningkatan pemerataan 

sumber daya kesehatan, serta integrasi sistem informasi kesehatan. Pada 

tahap ini, kebijakan berbasis bukti berperan penting dalam memastikan 

bahwa intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan memberikan dampak 

nyata terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat. 

Tahap berikutnya dalam roadmap adalah penguatan kapasitas 

adaptif sistem kesehatan. Penelitian terkait kesiapsiagaan kesehatan 

menegaskan bahwa sistem yang adaptif mampu merespons perubahan 

beban penyakit, perkembangan teknologi, dan ancaman kesehatan baru 
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secara lebih efektif. Dalam konteks ini, roadmap menekankan pentingnya 

investasi berkelanjutan pada sumber daya manusia kesehatan, inovasi 

teknologi, serta sistem pembelajaran organisasi di sektor kesehatan. 

Sistem kesehatan yang belajar (learning health system) memungkinkan 

penyesuaian kebijakan dan praktik secara dinamis berdasarkan evaluasi 

dan data terkini. 

Hasil penelitian juga menyoroti peran krusial pendekatan 

promotif dan preventif dalam menjaga keberlanjutan sistem kesehatan. 

Roadmap ketahanan kesehatan menuju 2045 mengintegrasikan strategi 

pencegahan sebagai pilar utama, bukan sekadar pelengkap layanan 

kuratif. Intervensi berbasis komunitas, peningkatan literasi kesehatan, 

serta penguatan determinan sosial kesehatan ditempatkan sebagai 

prioritas jangka panjang. Pendekatan ini didukung oleh bukti bahwa 

investasi pada pencegahan memberikan keuntungan ekonomi dan sosial 

yang signifikan dalam jangka panjang. 

Dimensi pembiayaan kesehatan menjadi komponen penting 

dalam roadmap berbasis hasil penelitian. Studi-studi pembiayaan 

kesehatan menunjukkan bahwa keberlanjutan sistem kesehatan sangat 

bergantung pada kemampuan negara dalam memobilisasi dan mengelola 

sumber daya keuangan secara efisien dan berkeadilan. Oleh karena itu, 

roadmap menekankan reformasi pembiayaan yang progresif, 

diversifikasi sumber pendanaan, serta penguatan mekanisme 

perlindungan finansial bagi masyarakat. Kebijakan pembiayaan 

diarahkan untuk mendukung prioritas promotif dan preventif, tanpa 

mengabaikan kebutuhan layanan rujukan yang bermutu. 

Roadmap ketahanan kesehatan juga menempatkan tata kelola 

sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil 

penelitian kebijakan kesehatan menunjukkan bahwa fragmentasi 
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kelembagaan dan lemahnya koordinasi lintas sektor sering kali 

menghambat efektivitas program kesehatan. Dalam merespons temuan 

tersebut, roadmap menggarisbawahi perlunya mekanisme koordinasi 

yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi dengan 

sektor non-kesehatan. Tata kelola berbasis kolaborasi dan akuntabilitas 

menjadi prasyarat untuk memastikan konsistensi kebijakan hingga tahun 

2045. 

Transformasi digital merupakan elemen strategis lain dalam 

roadmap ketahanan kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa 

pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi layanan, 

memperluas akses, dan memperkuat sistem surveilans kesehatan. 

Roadmap mengintegrasikan digitalisasi sebagai pengungkit utama dalam 

pengambilan keputusan berbasis data, pemantauan kinerja sistem 

kesehatan, serta pelibatan masyarakat. Namun, roadmap juga 

mengantisipasi tantangan kesenjangan digital dan risiko keamanan data 

dengan menekankan pentingnya regulasi dan peningkatan kapasitas 

pengguna. 

Pendekatan berbasis hasil penelitian dalam roadmap ketahanan 

kesehatan juga mencakup penguatan sistem pemantauan dan evaluasi. 

Penelitian evaluatif menunjukkan bahwa program kesehatan yang 

disertai mekanisme evaluasi berkelanjutan memiliki peluang lebih besar 

untuk berhasil dan beradaptasi. Oleh karena itu, roadmap menuju 2045 

menempatkan pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran sebagai bagian 

integral dari siklus kebijakan. Indikator ketahanan kesehatan dirancang 

untuk mengukur tidak hanya output layanan, tetapi juga kapasitas sistem 

dalam menghadapi guncangan dan perubahan. 

Dalam jangka panjang, roadmap ketahanan kesehatan diarahkan 

untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia unggul. Hasil 
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penelitian demografi dan kesehatan menegaskan bahwa kualitas 

kesehatan penduduk usia produktif sangat menentukan daya saing 

bangsa. Oleh sebab itu, roadmap mengaitkan ketahanan kesehatan 

dengan agenda pembangunan manusia secara luas, termasuk 

pendidikan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial. Integrasi ini 

memastikan bahwa kesehatan diposisikan sebagai investasi strategis 

dalam pembangunan nasional. 

Secara keseluruhan, roadmap ketahanan kesehatan menuju 2045 

yang berbasis hasil penelitian memberikan arah yang jelas dan terukur 

bagi pembangunan sistem kesehatan nasional. Dengan berlandaskan 

bukti ilmiah, roadmap ini mampu menjembatani visi jangka panjang 

dengan kebijakan dan program yang realistis serta kontekstual. Dalam 

kerangka Indonesia Emas 2045, roadmap ketahanan kesehatan bukan 

hanya dokumen perencanaan, tetapi instrumen strategis untuk 

memastikan bahwa sistem kesehatan nasional mampu melindungi, 

melayani, dan memberdayakan seluruh masyarakat secara 

berkelanjutan. 
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GLOSARIUM 

Istilah Definisi 

Adaptasi Sistem Kesehatan Kemampuan sistem kesehatan untuk menyesuaikan 

struktur, fungsi, dan kebijakan dalam menghadapi 

perubahan lingkungan dan tantangan kesehatan. 

Akses Pelayanan Kesehatan Kemampuan individu atau kelompok masyarakat 

untuk memperoleh layanan kesehatan yang 

dibutuhkan secara tepat waktu, terjangkau, dan 

bermutu. 

Beban Penyakit Ukuran dampak penyakit terhadap populasi yang 

mencakup angka kesakitan, kematian, dan 

kehilangan produktivitas. 

Bonus Demografi Kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif 

lebih besar dibandingkan penduduk usia 

nonproduktif, yang berpotensi meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. 

Determinan Sosial Kesehatan Faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang 

memengaruhi status kesehatan individu dan 

masyarakat. 

Ketahanan Kesehatan Kemampuan sistem kesehatan untuk mencegah, 

menyerap, beradaptasi, dan pulih dari gangguan 

kesehatan tanpa kehilangan fungsi esensialnya. 

Ketahanan Sistem Kesehatan Kapasitas sistem kesehatan dalam mempertahankan 

pelayanan kesehatan esensial dan merespons krisis 

kesehatan secara efektif. 

Kesiapsiagaan Krisis 

Kesehatan 

Tingkat kesiapan sistem kesehatan dalam 

menghadapi keadaan darurat kesehatan melalui 

perencanaan, sumber daya, dan koordinasi yang 

memadai. 

Kolaborasi Lintas Sektor Kerja sama antara sektor kesehatan dan sektor lain 

dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

dan ketahanan nasional. 

Mutu Pelayanan Kesehatan Tingkat kesesuaian pelayanan kesehatan dengan 

standar profesi dan kebutuhan pasien untuk 

mencapai hasil kesehatan optimal. 

Pembangunan Berkelanjutan Proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan 

saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi 

mendatang. 

Pelayanan Kesehatan Primer Layanan kesehatan dasar yang berfokus pada upaya 

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif tingkat 

pertama. 
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Pembiayaan Kesehatan Sistem pengelolaan dana untuk menjamin 

penyelenggaraan layanan kesehatan yang 

berkelanjutan dan berkeadilan. 

Perubahan Iklim Perubahan pola iklim jangka panjang yang 

berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan 

kesejahteraan manusia. 

Sistem Kesehatan Nasional Keseluruhan unsur yang terorganisasi untuk 

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat 

dan perorangan. 

Sumber Daya Manusia 

Kesehatan 

Tenaga profesional dan pendukung yang bekerja di 

sektor kesehatan dengan kompetensi tertentu. 

Transformasi Digital 

Kesehatan 

Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan 

efisiensi, kualitas, dan jangkauan layanan kesehatan. 

Transisi Epidemiologi Perubahan pola penyakit dari dominasi penyakit 

menular ke penyakit tidak menular seiring 

perkembangan sosial dan ekonomi. 

Indonesia Emas 2045 Visi pembangunan nasional jangka panjang untuk 

mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dengan 

sumber daya manusia unggul pada tahun 2045. 
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